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ABSTRAK

Disertasi ini mengkaji fenomena gaya hidup komunitas hijrah
Solo dan relevansinya dengan regulasi jaminan produk halal yang
ditetapkan negara dalam UU. No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal. Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa komunitas
hijrah diasumsikan sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai
spirit keagamaan Islam ‘kafah’, karenanya memiliki semangat yang
kuat untuk memperjuangkan sekaligus menjadi implementator
Undang Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Secara spesifik,
penelitian ini bertujuan menemukan jawaban terkait landasan
pemikiran, urgensi kebijakan, preferensi, respons dan penerapan
regulasi halal negara dalam komunitas hijrah Solo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
pendekatan sosio legal (socio-legal research). Objek dari penelitian
ini adalah gaya hidup komunitas hijrah Solo dan kaitannya dengan
penerapan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada tiga
komunitas, yaitu Komunitas Hijrah Humaira, Komunitas Yuk Ngaji,
dan Komunitas Jaga Sesama. Proses pengumpulan data dilakukan
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti
melakukan observasi partisipatif dengan mengikuti kajian yang
diselenggarakan di masjid Nurul Iman Kalitan, Solo. Wawancara
dilakukan dengan 30 informan yang terdiri dari ketua, anggota, dan
beberapa pelaku bisnis dalam komunitas hijrah Solo. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional James C.
Coleman, teori tindakan rasional Max Weber, teori keberlakuan
hukum, dan teori politik hukum.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, gaya
hidup komunitas hijrah Solo adalah gaya hidup halal, tetapi tidak
berelasi secara langsung dengan regulasi halal negara. Kedua, skala
prilaku halal dalam komunitas hijrah Solo dalam penelitian ini
mencakup bidang konsumsi, fesyen, dan jasa keuangan syariah.
Dalam hal makanan, mereka meyakini secara kultur konsep halal telah
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tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang mayoritas
adalah Muslim. Untuk fesyen, mereka memilih pakaian syar’i
meskipun tidak ada ketentuan khusus. Sedangkan dalam hal jasa
keuangan, mereka memilih menggunakan jasa perbankan syariah
meski dalam hal jasa transfer masih diperbolehkan menggunakan
produk bank konvensional. Ketiga, terkait respons komunitas hijrah
Solo terhadap konsep halal negara, mereka berpendapat bahwa
sertifikasi halal sebenarnya dibutuhkan untuk negara yang Muslimnya
minoritas, dan tidak dibutuhkan untuk negara yang masyarakatnya
mayoritas Muslim. Karena secara kultur, ada keyakinan bahwa konsep
halal telah tertanam dalam kehidupan masyarakat. Dalam temuan yang
keempat, sumber literasi halal yang dipakai oleh komunitas hijrah
sangat bergantung pada pemikiran fikih perspektif para ustaz yang
menjadi agen narasi dalam komunitas hijrah ini, sehingga logika
ideologis mereka terikat dengan logika ideologis yang eksklusif, tidak
hanya dalam pemikiranya tetapi juga dalam tindakan keseharian dan
gaya hidup mereka. Hal ini berdampak pada ketidakefektifan

mandatori hukum halal dalam UUJPH dan kerenanya politik
hukum negara tidak berpengaruh terhadap ideologi mereka, baik
berupa pemikiran, ujaran, maupun perilaku (behavior).

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah bahwa gaya hidup Islam
yang digambarkan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Max
Weber tentang tindakan rasionalitas nilai yang mempertimbangkan
nilai atau norma untuk mencapai suatu tujuan, menekankan pada
kesadaran nilai-nilai estetis, etis, dan religius yang terikat logika
ideologis agen narasi keagamaan dalam komunitas hijrah. Sedangkan
secara praksis, bahwa dalam rangka mewujudkan pemahaman dan
optimalisasi hukum halal di masyarakat perlu memperkuat sosialisasi
dan mengadvokasi secara optimal agen narasi keagamaan dalam
komunitas hijrah.

Kata Kunci: Sertifikasi, Halal, Mandatori, Hijrah, dan Gaya Hidup
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ABSTRACT

This dissertation examines the lifestyle phenomenon of Solo
Hijra community and its relevance to the halal product assurance
regulation set by the state in Law No.33 of 2014 on Halal Product
Assurance. The study starts from the argument that Hijra community
is assumed to be a group of people with “all out” (kaffah) spirit of faith
and great enthusiasm for the implementation of the law on Halal
Product Assurance. In particular, the study aims to answer the question
about the underlying idea, policy urgency, preference, response and
the implementation of halal regulation within the Solo Hijrah
community.

This qualitative with socio-legal approach study takes lifestyle
of Solo Hijrah community and the implementation of Law No. 33 of
2014 the objects of study. The research locations are Hijrah Humaira
Community, Yuk Ngaji Community, and Jaga Sesama Community.
Data were collected through observation, interview and
documentation. During observation session, the researcher did active
participation and joined religious services held in Nurul Iman mosque
of Kalitan Solo and also interviewed 30 informants, comprising the
chairman, community members and several entrepreneurs who
happened to be members of the community. The theory being used in
this study is Rational Choice Theory of James C. Coleman, Rational
Action theory of Max Weber, legal validity theory and legal political
theory.

The study discovers some points. First, the Solo Hijrah
Community lives a halal lifestyle, and yet direct relation to state halal
regulation is undetected. Second, the halal behavior embraces
consumption, fashion, and sharia financing. In terms of food they
believe that the concept of halal has culturally been rooted in Indonesia
whose citizens are mostly Muslim. Shar’i fashion or types of clothing
accepted by Islamic law is their choice despite the absence of specific
requirements. The community members choose to go to sharia banks
for all of their financial services but money transferring; members are
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allowed to use conventional banks for transferring money. Third, with
regard to Solo Hijrah Community’s response over the state halal
concept, the community thinks that halal certification is needed in
countries whose Muslim population is minority but is not when it is
the majority for the halal concept has culturally been deep rooted with
the society. Fourth, the source of halal literature used by the
community is very much dependent upon the perspective of figh of
ustadz or the agent of narration, leading to an exclusive ideology not
only on their thoughts, but also on their daily life and lifestyle. This
makes halal legal mandatory of UUJPH ineffective. Therefore, the
state’s law does not affect their ideology: their thoughts, utterance and
behavior.

The theoretical contribution of this study is that Islamic lifestyle
described in this research refers to Max Weber’s thought, saying that
rationality value action which takes values or norms to reach a goal
emphasizes the awareness of values of esthetic, ethics, and religion
which is bound to the ideological logic of the religion narration agent.
The practical contribution is that to bring out the understanding and
optimum halal law in the society is through intensive introduction and
optimum religion-narration-agent advocacy.

Key Words: Certification, Halal, Mandatory, Hijrah, Lifestyle
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan
0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

i‘;;‘ll)f Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< B B Be

< Ta’ T Te

& Sa’ $ es (dengan titik atas)
z Jim J Je

z Ha’ h ha (dengan titik bawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D De

A Zal Z zet (dengan titik atas)
D) Ra’ R Er

J 7a Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik bawah)
u=a Dad d de (dengan titik bawah)
b Ta’ t te (dengan titik bawah)
L 7a z zet (dengan titik bawah)
¢ ‘Ain ¢ Apostrof terbalik

& Ghain Gh Ge

- Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

i Kaf K Ka

J Lam L El

B Mim M Em
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J Nin N En

g Waw \W We
2 Ha’ H Ha

s Hamzah ’ Apostrof
@ Ya’ Y Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab Ditulis
3 Azt b e muddah muta ‘ddidah
Cpata (e Ja rajul mutafannin muta ‘ayyin
C. Vokal Pendek
Harakah Ditulis Kata Arab Ditulis
Fathah A Ji8 g el (pa man nasar wa qatal
Kasrah I 488 e ?S kamm min fi’ah
Dammah U Gl g (el g (s | Sudus wa khumus wa
Sulus
D. Vokal Panjang
Harakah Ditulis Kata Arab Ditulis
Fathah A Ole 38y Cl_”\é fattah razzaq mannan
Kasrah I 8 g pSia miskin wa faqir
Dammah U z oAy A dulchil wa khurij
E. Huruf Diftong
Kasus Ditulis | Kata Arab Ditulis
Fathah bertemu waw mati Aw J 4l ga Maulud
Fathah bertemu ya’ mati Ai Cratga Muhaimin

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata érab Ditulis
] a’antum
Cp Bl Caae § u‘iddat li alkafirin
3 S oAl la’in syakartum
Clall e ) i ‘anah at-talibin
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G. Huruf Ta’ 7a’ Marbitah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

KataArab Ditulis
diymday) zaujah jazilah
5%aa 4 ) Jjizyah muhaddadah

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah

diserap kedalam Bahasa Indonesia,

seperti salat, zakat, dan

sebagainya, kecualijika dikehendaki lafal aslinya.
Bila diikuti oleh kata sandang “al/-” serta bacaan kedua itu terpisah,

makaditulis dengan “h”.

Kata Arab Ditulis
g ganall AL takmilah al-majmii ‘
daaall 5 D halawah al-mahabbah

2. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakah (fathah, kasrah,
atau dammah), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang

relevan.

Kata Arab

Ditulis

ohall 3l

zakatu al-fitri

sihiadl 3 yas )

ila hadrati al-mustafa

¢lalal) A1

Jjalalata al- ‘ulama’

H. Kata Sandang alif dan lam atau “al-”

1. Bila diikuti huruf gamariyyah
Kata Arab Ditulis
Jolsall sy bahs al-masa’il

Sl J peasll

al-mahsul li al-Ghazalr

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan

huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf

641”

(eD)-nya.
Kata Arab Ditulis
Crallall dsle ) i ‘anah at-talibin
ALl Al ) ar-risalah li asy-Syafi T
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan ketersediaan aturan yang menangani perilaku hidup yang
sesuai syariah secara paripurna (kafah) telah menjadi kecenderungan
kalangan Muslim perkotaan (urban Muslim) hampir di seluruh penjuru
dunia.! Demikian juga di Indonesia, fenomena kebangkitan agama dan
antusiasme untuk menunjukkan eksistensi diri sebagai seorang
Muslim menggeliat, apalagi era pasca Reformasi.

Dalam hal mengonsumsi produk halal, Muchith A. Karim,
dalam penelitiannya, mengatakan bahwa kultur Muslim perkotaan
yang memiliki kecenderungan akan label Islami (Islamic brand),
menjadikan sertifikasi halal, sangat diminati oleh produsen pangan
dan non-pangan untuk menarik pelanggan.’* Muchit A. Karim melihat
fenomena bangkitnya kelas menengah Muslim Indonesia menjelang
akhir masa Orde Baru sebagai awal lahirnya budaya halal.*

! Geliat keagamaan tampaknya semakin berkibar di berbagai penjuru
dunia dibuktikan dengan lahirnya gerakan keagamaan baru, antara lain
Spiritualisme New Age di Eropa Barat dan gerakan Evangelis di Amerika.
Padahal sebelumnya diyakini oleh para ahli bahwa di abad ke-19 agama akan
berkurang pengaruhnya seiring dengan semakin majunya masyarakat industry.
Pippa Norris dan Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics
Worldwide (New York: Cambrige University Press, 2004), 53-55.

2 Moeflich Hasbullah, “Cultural Presentation of the Muslim Middle
Class in Contemporary Indonesia,” Studia Islamika”: Indonesian Journal for
Islamic Studies, Vol. 7; No. 2 (2000), 5. Euforia identitas agama [Islam]
berkembang secara masif pasca Reformasi 1998. Fakta ini terlihat dengan
digunakannya Islam sebagai kendaraan untuk memperoleh simpati dan empati
kepada publik. Publik Islam pada masa Orde Baru dikontrol dalam ruang
keagamaan formal agar mudah dikendalikan oleh negara, sehingga pada era
reformasi mulai menyebar pada kepemimpinan organisasi masyarakat dan
politik praktis. Carool Kersten, Islamic Post-Traditionalism: Postcolonial and
Postmodern Religious Discourse in Indonesia (Springer Science, Business
Media Dordrecht, 2014), 476.

3 Muchit A. Karim, Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam
Mengonsumsi Produk Halal (Kemenag: 2013), 112-115.

4 Ibid
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Diskursus fenomena halal dikaji oleh para sarjana dalam
beragam pemikiran. Fenomena halal yang muncul karena bertemunya
bidang agama dan ekonomi dimaknai oleh sebagian pemikir sebagai
komodifikasi agama, sebagaimana posisi yang dibela oleh Faeghah
Shirazi.’ Demikian pula Florence Bergeaud-Blackler, ia menunjukkan
kecurigaan pada fenomena halal sebagai instrumentalisme ekonomi
oleh kekuatan agama, Islamis dan fundamentalis pada khususnya.®
Ada juga yang melihat fenomena ini sebagai gejala radikalisme,
sebagian melihat sebagai bentuk komodifikasi Islam dan pos-
Islamisme dengan mengaitkannya dengan hybrid identity,
sebagaimana Olivier Roy dan Asep Bayat menyebutnya sebagai gejala
post-Islamism.” Selain itu, penulis lain menyebut masalah halal
sebagai anak kandung dari neo-fundamentalisme dan neo-kapitalisme.
Namun Febe Armanius, dalam Halal Food a History, menyebutnya
sebagai wujud dari kesalehan dan sepanjang sejarahnya persoalan
halal dipicu oleh dorongan spiritualitas (ketakwaan).®

Sebagaimana Saba Mahmoud dalam Politics of Piety,
walaupun berbicara dalam konteks Mesir, mengapa umat Islam ingin
hidup dalam bingkai halal tidak lain adalah untuk mendefinisikan
identitasnya sebagai Muslim, sebagai ekspresi kesalehan, ketakwaan,
dan dakwah.” Greg Fealy menyadari fenomena ini sebagai hal yang
rawan dan mengundang perdebatan karena seolah motivasi ekonomi
lebih menjadi ikatan dibandingkan adanya motivasi keagamaan. la

5 Faeghah Shirazi, Brand Islam: The Marketing and Commodification of
Piety (Austin: TX University of Texas Press, 2016), 14. Lihat Michael B.
Munnik, Books Review: Brand Islam: The Marketing and Commodification of
Piety, (New York: Tailor and Francis Group, 2017), 336.

¢ Floerence-Bergeaud-Blackler, Johan Fischer and John Lever,
“Introduction: Studying the Politics of Global Halal Market,” dalam Halal
Matters, Islam, Politics and Market in Global Perspective (New York:
Routledge, 2016), 1-18.

7 Asep Bayat, Pos-Islamisme, cet 1, (Yogyakarta: LKIS, 2011), 89-126.

8 Fabe Armanius dan Bogac Ergence, Halal Food: A History (Oxford
University Press, 2018), 327.

? Saba Mahmoud, Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist
Subject (Princeton University Press, 2005), 40-78.
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tidak menafikan pula adanya motivasi murni dalam motivasi
keagamaan.' Sedangkan Ronald Lukens-Bull menyatakan bahwa
komodifikasi agama adalah mewujudkan makna keagamaan dan
melakukan penetrasi makna agama dan ideologi ke dalam suatu
komoditas.!! Pattana Kittiarsa memaknai komodifikasi agama dengan
proses timbal balik antara aktor ekonomi dan aktor agama membawa
ajaran, simbol dan institusi agama pada pasar dan budaya konsumen.'?

Selanjutnya, pemaknaan komodifikasi sebagai proses
multidimensi dan multi wajah yang menjadikan keyakinan agama,
ajaran agama, tradisi keagamaan maupun simbol-simbol agama
menjadi semacam barang habis pakai yang bernilai ekonomi.'* Karya-
karya Johan Fischer lebih khusus mengeksplorasi hubungan antara
kelas, konsumsi, pasar, agama dan negara, khususnya dalam konteks
Malaysia.'* Salah satunya adalah karya Fischer tentang gambaran
makna halal, yang mendedahkan bahwa di Timur Tengah, halal

10 Abdur Rozaki, “Komodifikasi Islam (Kesalehan dan Pergulatan
Identitas di Ruang Publik),” Jurnal Dakwah, Vol. XVI, No. 2, (2013): 202-203.

' Ronald Lakens-Bull, “Commodification of Religion and the
Religification of Commodities, Youth Culture and Religion Identity,” dalam
Religious Commodification, ed. Pattana Kitiarsa (London and New York:
Routledge, 2008): 233.

12 Pattana Kitiarsa, “Toward a Sociology of Religious Comunodification,”
ed Bryan. S. Turmer The New Blackwell Companion to The Sociology of Religion
(Malden: Wiley Blackwell, 2010). 565.

3 Ahmad Muttagien, “Globalisasi Keberagamaan Hibrida dan
Komodifikasi Agama dalam Masyarakat Multikultural,” Kata Pengantar buku
Abdul Aziz Faiz, Muslim Perkotaan, cet. keempat, (Yogyakarta: SUKA Press,
2018): xii.

14 Johan Fischer, Proper of Islamic Consumption, Shopping Amongs The
Malays in Modern Malaysia (Malaysia: NIAS Press, 2008), 29-32. Lihat Johan
Fischer, "Halal Activism", Asian Journal of Social Science, 44, (2016): 104-132.
Johan Fischer, “Branding Halal, A Photographic Essays on Global Muslim
Market, Anthropology Today,” Royal Anthropology Institute of Great Britain
and Ireland Vol.28 No.4. (August 2012): 18-21. Johan Fischer, “Religion,
Science and Market,” Furopean Molecular Biology Organization, Vol.9, No.9,
(2008): 828-831. Johan Fischer, “Halal Sanitised: Health and Science in a
Globalised Religious Market,” Forfateren og Tidsskrift for Islamforskning 15
Maret 2010: 32-36; Mohamed Syazwan Ab Talib. Thoo Ai Chin, Johan Fischer,
“Linking Halal Food Certification and Business Performance,” British Food
Journal, 13 Pebruari 2017: 1614-1616
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identik dengan daging dan unggas, sedangkan di Asia, halal adalah
segala bahan atau produk yang dikonsumsi. Yang menarik adalah
perhatian terhadap yang halal banyak disuarakan di negara Asia
Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei daripada
di Timur Tengah. Hal ini didasari oleh banyak alasan. Di Malaysia,
lebih dari tiga dekade ini terjadi perkembangan ekonomi yang pesat,
kemunculan kelompok konsumen kelas menengah Muslim dan
birokrasi, juga dorongan kekuatan dari negara dalam memperkuat
perdagangan, produksi dan konsumsi halal. '’

Sedangkan penelitian Moeflich Hasbullah membahas mengenai
fenomena keislaman kelas menengah Muslim di Indonesia sejak
kelahirannya hingga muncul beberapa perilaku yang menunjukkan
kemodernan kelas menengah. Modernitas kelas menengah tersebut
memiliki ciri khas, yaitu dengan menjaga religiusitasnya, seperti
mendengarkan musik-musik bernuansa religius Bimbo di tengah-
tengah musik pop, penggunaan jilbab yang masif, dan kebangkitan
ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai simbol
identitas modern seorang Muslim, di mana masyakat Muslim tidak
lagi menggunakan pendekatan politik tetapi menggunakan pendekatan
kebudayaan dalam bernegara.'®

Dorongan adanya deprivatisasi agama di mana umat Muslim
ingin menampilkan kesalehan di ruang publik, hal ini diawali dengan
kemunculan Muslim kelas menengah. Kelas menengah cenderung
memiliki tingkat konsumsi yang tinggi dengan mengedepankan nilai
status dan simbol tertentu daripada nilai fungsi yang sesungguhnya.'’
Melalui sekularisasi sosial, agama dijadikan sebagai gaya hidup dan
berdampak terhadap tren halal yang merupakan praktik kesalehan
masyarakat Muslim kelas menengah yang cenderung konsumtif.
Muslim kelas menengah (middle class Muslim) memiliki karakteristik

15 Fischer, “Branding Halal: A Photographic Essay of Global Muslim
Markets,”

Anthropology Today: 18.

16 Moeflich Hasbullah, “Cultural Presentation,”: 12-15.

17" Arizal Joko, “Kritik Moeslim Abdurrahman Terhadap Budaya
Konsumerisme Kelas Menengah.” (Jurnal Lisan Al-Hal 10(1): 2016), 57-78.
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berupa kepedulian pada fungsional value dan spiritual value pada
produk.'® Ada tiga ciri pertumbuhan Muslim kelas menengah, yaitu
begitu masifnya kesalehan sosial, munculnya lembaga filantropi,
fenomena sufisme urban, dan identitas simbol dalam berhijab atau
fesyen.!

Dimulai pada tahun 1980-an, ekonomi Islam global mulai
memberikan pengaruh di bidang konsumsi dan pemasaran ° Praktik
konsumtif lebih didasarkan pada nilai yang akan memberikan status
daripada nilai guna yang sesungguhnya. Perkembangan tersebut
mendorong label halal sebagai simbol agama, dimanfaatkan sebagai
alat memajukan sektor ekonomi. Kelas menengah akan
mengonstruksikan makna terhadap sebuah komoditas dengan gaya
hidup dan tingkat konsumsi yang cukup tinggi.’' Halal menjadi
praktik yang bermakna sebagai pemenuh kebutuhan spiritualitas,
sekaligus sebagai produk pendorong kapitalisme.

Faktor halal menjadi komodifikasi gaya hidup di mana
mengonsumsi produk halal menjadi bagian dari gaya hidup modern.
Gaya hidup halal bisa dikatakan sebagai cerminan dari tingginya spirit
rasionalitas beragama,”? yang mana masyarakat Muslim semakin teliti
saat melakukan preferensi produk yang akan dikonsumsinya. Kondisi
ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa semua produk yang telah jelas
kehalalannya akan mampu mendatangkan rasa aman dan nyaman
dalam menikmati produk sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen

'8 Yuswohadi, Marketing to the Middle class Muslim (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2014).

19 Wasista Raharja Jati, Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia
(Jakarta: LP3ES, 2016).

20, Johan Fischer dan Jeremy Jammes, “Introduction: Muslim Piety as
Economy: Markets, Meaning and Morality in Southeast Asia.” dalam Muslim
Piety as Economy: Markets, Meaning and Morality in Southeast Asia (New
York: Routledge, 2020), 1-28

2l Ibid, 149-68.

22 Hadiyanta Abdul Rachim and Meilanny Budiarti Santoso,
“Mengarusutamakan Halal Lifestyle: Antara Peluang dan Tantangan Kapasitas
Perlindungan Global,” AdBispreneur, 2021,
httts://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i2.33085.
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Muslim Indonesia.?* Hal itulah yang menstimulasi lahirnya peraturan
perundang-undangan yang mengatur jaminan produk yang halal.

Fenomena ini menjadi salah satu alasan negara turut campur
dalam dinamika sertifikasi halal. Geliat kecenderungan munculnya
produk-produk yang diberi label halal akhir-akhir ini meluas pada
beberapa sektor penting di luar keuangan dan perbankan syariah.
Minimal terdapat lima sektor industri halal yang memiliki peluang
besar di antaranya kuliner halal, wisata halal, fesyen halal, akomodasi
halal, dan kosmetik dan obat-obatan halal.**

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui LPPOM?* pernah
memegang peran sentral dalam proses penetapan dan pengawasan
kehalalan produk makanan, meskipun setelah tahun 2019, sebagian
kewenangan sertifikasi halal telah dialihkan kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI tetap menjadi
lembaga yang memiliki wewenang dalam menetapkan fatwa halal dan
berkolaborasi dengan BPJPH dalam proses sertifikasi. MUI
memberikan jaminan kehalalan yang dapat meningkatkan

23 Adinugraha, H. H. & Sartika, M. “Halal Lifestyle di Indonesia,” An-
Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 5(2) (2019)5,7-81.

24 https://ihatec.com/5-sektor-halal-berskala-global/ diakses 27 Juni 2025.
Data dari The State of Global Islamic Economy Report tahun 2020-2021
mencatat, umat Muslim di dunia membelanjakan uangnya tidak kurang dari USD
2,02 triliun untuk kebutuhan makanan halal, farmasi halal, kosmetik halal,
fesyen, pariwisata syariah, dan lainnya. Sementara di Indonesia, menurut
Rencana Induk Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Indonesia merupakan 10
besar konsumen dunia di setiap subsektor dalam industri halal. Dalam belanja
makanan Indonesia berada di peringkat pertama dunia dan peringkat kelima
untuk pengeluaran perjalanan halal. Adapun jumlah pengeluaran untuk pakaian
Muslim, Indonesia berada di posisi ketiga dunia. Artinya kebutuhan produk halal
bagi umat Muslim dunia sudah sangat besar. Produk halal yang awalnya
merupakan kebutuhan bagi masyarakat Muslim telah berkembang menjadi
bagian gaya  hidup serta tren  perdagangan  global.  Lihat
https://alamisharia.co.id/blogs/mengenal-industri-halal-di-indonesia/ Diakses 27
Juni 2025.

25 LPPOM adalah lembaga sertifikat halal yg lahir th 1989. Pada saat itu

LPPOM MUI merupakan satu-satunya lembaga yang mengeluarkan
sertifikat halal produk itu menjadi monopoli MUI selama 30 tahun dan tanpa
payung hukum. Syafiq Hasyim, "The Council of Indonesian Ulama (Majelis
Ulama Indonesia, MUI), and Religious Freedom", Irasec's Discussion Papers,
No.12 Desember 201. www.irasec.com.


https://ihatec.com/5-sektor-halal-berskala-global/
https://alamisharia.co.id/blogs/mengenal-industri-halal-di-indonesia/
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kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk yang mereka
konsumsi, serta mendukung produsen dalam memenuhi standar halal
yang berlaku di Indonesia.?®

Wacana gaya hidup halal (halal lifestyle)*’ pada Muslim kelas
menengah perkotaan (middle class urban Muslim)*® turut menguatkan
tuntutan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal (UUJPH). Regulasi ini merupakan tonggak
yang mendasari keberlakuan hukum yang berorientasi untuk
menjamin kepastian kehalalan produk bagi konsumen Muslim di
Indonesia, yang mencakup makanan, minuman, obat-obatan,
kosmetik, dan barang gunaan lainnya. Undang Undang ini hadir
sebagai ikhtiar untuk menutup kekosongan hukum sekaligus sebagai
sebuah penerapan integrasi nilai-nilai syariat Islam ke dalam sistem
hukum nasional.”’

26 Tubagus Farhan Maulana, “Peran Mui Dalam Sertifikasi Halal Pada
Makanan Bagi Masyarakat Muslim,” Jurnal Hukum Statuta, volume 4 nomor 1
tahun 2024. https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/issue/view/395

27 Terminologi halal lifestyle atau gaya hidup halal ini telah mengemuka
dan menjadi tajuk utama kampanye enforcement halal yang dilakukan oleh
BPJPH. Lihat https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-
budaya/925042/kepala-bpjph-halal-adalah-gaya-hidup-global-yang-inklusif-
dan-maju. Begitu pula dalam penulisan beberapa jurnal ilmiah istilah ini seakan
telah banyak digunakan. Lihat Hadiyanto Abdul Rachim dan Meilanny Budiarti
Santoso, “Mengarusutamakan Halal Lifestyle: Antara Peluang Dan Tantangan
Kapasitas Perlindungan Sosial Dalam Trend Global” dalam Jurnal
AdBisPreneur, terbitan Universitas Padjajaran Vol 6, No 2 (2021); Nurazizah,
Nila Aprilia dan Asep Syarif Ismail, “Perilaku Halal Lifestyle Dalam
Meningkatkan Minat Terhadap Pembelian Produk Halal”” dalam Jurnal LIKUID:
Jurnal Ekonomi Industri Halal-ISSN:2797-5967 (e) terbitan UIN Sunan Gunung
Jati Bandung Vol. 4, No. 1 (2024), pp.61-73; Sebuah lembaga Swadaya
Masyarakat di Afrika Selatan Muslim Judicial Halaal Trust (MJCHT) juga
menggunakan terminology halal lifestyle dalam beberapa kampanye terbarunya.
https://mjchalaaltrust.co.za/living-a-halal-lifestyle/. Diakses tanggal 9 Juli 2025.

28 Salah satu ekspresi baru keagamaan kelas menengah Muslim yang terus
bertumbuh di Indonesia adalah maraknya gerakan hijrah (Oki Setiana Dewi,
“Pengajian Selebriti Hijrah Kelas Menengah Muslim (2000-2019): Respons atas
Dakwah Salafi dan Jamaah Tabligh” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

2 Mashudi, Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap
Sertifikasi Produk Halal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),15.


https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/issue/view/395
https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/925042/kepala-bpjph-halal-adalah-gaya-hidup-global-yang-inklusif-dan-maju
https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/925042/kepala-bpjph-halal-adalah-gaya-hidup-global-yang-inklusif-dan-maju
https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/925042/kepala-bpjph-halal-adalah-gaya-hidup-global-yang-inklusif-dan-maju
https://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/issue/view/1682
https://mjchalaaltrust.co.za/living-a-halal-lifestyle/

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertugas
menyelenggarakan sertifikasi halal bekerja sama dengan MUI dan
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Melalui UU Cipta Kerja, proses
sertifikasi dipercepat dan dipermudah, termasuk mekanisme self
declare tanpa biaya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Implementasi
regulasi ini dilakukan secara bertahap sejak 2019, hingga pada
akhirnya, mulai Oktober 2024 semua produk yang beredar dan diatur
dalam undang-undang ini wajib bersertifikat halal.*

Pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal tersebut mengacu
pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang
menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang juga mengatur
bahwa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal pada tanggal 17
Oktober 2024. Kewajiban sertifikasi halal lalu mulai berlaku bagi tiga
kelompok produk yang diproduksi oleh pelaku usaha menengah dan
besar: pertama, produk makanan dan minuman; kedua, bahan baku,
bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan
dan minuman; dan ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa
penyembelihan.

Sejak sertifikasi halal dimulai oleh pemerintah melalui BPJPH,
yang telah mengawali pelayanan pengajuan sertifikasi halal pada
tahun 2019, maka pada tahun 2024, data sertifikasi halal menunjukkan
bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah
menerbitkan 1.830.445 sertifikat halal yang mencakup 4.556.892
produk. Jumlah ini terdiri dari sertifikat halal gratis (1.755.996
sertifikat dengan 3.008.470 produk) dan sertifikat halal reguler
(74.449 sertifikat dengan 1.648.442 produk).*!

30 BPJPH, Pengumuman Penahapan Pertama Kewajiban Sertifikasi Halal,
https://bpjph.halal.go.id/detail/pengumuman-2, diakses tanggal 15 Juli 2025

3thttps://www.hukumonline.com/berita/a/bpjph-terbitkan-1-8-juta-
sertifikat-halal-1t66860c44e5123/;https://bpjph.halal.go.id/detail/awali-2024-
bpjph-kembali-raih-2-rekor-muri-dalam-upayanya-terus-memperkuat-
ekosistem-halal; https://lampung.kemenag.go.id/berita/detail/strategi-dan-4-
prinsip-bpjph-percepat-sertifikasi-halal-tahun-2024. Diakses pada tanggal 9 Juli
2025 pukul 06.00. Data tersebut minimal memberikan penjelasan mengenai


https://bpjph.halal.go.id/detail/pengumuman-2
https://www.hukumonline.com/berita/a/bpjph-terbitkan-1-8-juta-sertifikat-halal-lt66860c44e5123/
https://www.hukumonline.com/berita/a/bpjph-terbitkan-1-8-juta-sertifikat-halal-lt66860c44e5123/
https://bpjph.halal.go.id/detail/awali-2024-bpjph-kembali-raih-2-rekor-muri-dalam-upayanya-terus-memperkuat-ekosistem-halal
https://bpjph.halal.go.id/detail/awali-2024-bpjph-kembali-raih-2-rekor-muri-dalam-upayanya-terus-memperkuat-ekosistem-halal
https://bpjph.halal.go.id/detail/awali-2024-bpjph-kembali-raih-2-rekor-muri-dalam-upayanya-terus-memperkuat-ekosistem-halal
https://lampung.kemenag.go.id/berita/detail/strategi-dan-4-prinsip-bpjph-percepat-sertifikasi-halal-tahun-2024
https://lampung.kemenag.go.id/berita/detail/strategi-dan-4-prinsip-bpjph-percepat-sertifikasi-halal-tahun-2024
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Dengan demikian, urusan standar dan pelayanan sertifikasi halal
yang merupakan urusan agama, telah menjadi salah satu agenda kerja
negara. Sertifikasi halal yang menjadi salah satu pendorong gaya
hidup halal (halal lifestyle) kini menjadi bagian dari sistem hukum
negara. Jaminan produk halal telah menjadi bagian dari upaya
perlindungan konsumen Muslim. Dengan demikian, dapat dipahami
bahwa proses sertifikasi halal yang awalnya agenda civil society telah
bergeser menjadi bisnis negara dan menciptakan sebuah relasi kuasa
antara negara dan agama.*?

Sebagai perbandingan di negara lain, dalam studi yang
dilakukan Katharina Graf, proses negosiasi makanan halal di Maroko
dilakukan tanpa sertifikasi halal dari otoritas negara. Mereka sebagai
konsumen menegosiasikan makanan apa yang menurut mereka
anggap sah, baik, dan layak. Dalam menyeleksi bahan makanan apa
yang akan dikonsumsi atau dimasak, mereka melakukan pendekatan
praktik tubuh melalui kecenderungan terhadap makanan keseharian
mereka. Dengan kata lain, mereka hanya membeli dan mengonsumsi
makanan yang sudah mereka ketahui berdasarkan pengalaman
mereka. Hal yang unik dari pendekatan ini yakni munculnya
kecenderungan jenis makanan yaitu beldi/ baladi (secara harfiah
berarti “dari negara”) yang dipahami sebagai produk lokal/ home made
dan rumi (yang berarti “asing/ industrial”). Makanan beldi
diasumsikan sebagai kuliner yang layak, karena makanan beldi
diasosiasikan sebagai makanan yang asli, baik, dan tidak tercampur
bahan-bahan yang meragukan, sedangkan kuliner rumi diasosiasikan
sebaliknya.*?

progren kinerja sertifikasi halal yang telah berjalan sejak kewajiban sertifikasi
itu dijalankan oleh BPJPH.

32 Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum
Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,”
Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 1, No. 1 (31 Januari 2017):
149-165.

3 Katharina Graf, “Beldi matters: negotiating proper food in urban
Moroccan food consumption and preparation,” dalam Halal Matter; Islam,
Politic and Market in Global Perspectives (New York: Routledge, 2016), 74-75.
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Dari kondisi ini, dapat dipahami bahwa Graf menganggap tidak
adanya standar halal yang dilembagakan secara nasional dan juga
munculnya keraguan terhadap bahan pangan ‘rumi’ telah memicu
mereka melakukan praktik sertifikasi secara mandiri.>* Di sisi lain
Bergeaud-Blackler menyatakan bahwa sistem regulasi halal tidak
selalu berhasil meyakinkan dan memberikan kepercayaan terhadap
makanan, sehingga ia menyimpulkan bahwa standar makanan yang
layak itu adalah dengan menyesuaikan konteks kebutuhan dan sifatnya
relatif.*®

Di Maroko, standar halal disandarkan pada logika komunitarian,
yakni jika suatu kelompok atau komunitas pasar yang di dalamnya
seluruhnya adalah Muslim atau mayoritas, maka makanan halal sudah
barang tentu menjadi suatu yang integral dengan kehidupan Muslim
itu.’® Konsep komunitarian dalam konsumsi makanan halal ini juga
ditemukan dalam penelitian Johan Fischer yang berbicara mengenai
bagaimana komunitas-komunitas imigran dari negara Muslim di
Inggris mencukupi kebutuhan makanan hariannya dengan bersandar
pada produk yang dijual oleh anggota komunitas satu dengan yang
lainnya.’” Di tengah pemerintahan Inggris (yang sekuler), mereka
mencukupi kebutuhan konsumsi halal dengan cara menegosiasikan
sertifikasi halal pada konsep komunitarian Muslim.*®

Di Indonesia, pengaturan dan keberlakuan regulasi jaminan
produk halal (JPH) berkaitan dengan politik hukum nasional dan
posisi agama dalam konstitusi negara berketuhanan Yang Maha Esa.
Regulasi ini dipahami sebagai respons atas perkembangan tuntutan
jaminan produk halal yang perlu penguatan untuk menjamin kepastian

34 Ibid

35 Florence Bergeaud-Blackler, “Social Definitions of Halal Quality: The
Case of Maghrebi Muslims in France, in Qualities of Food,” (Manchester
University  Press, 2018), 94-107, diakses 22  Agustus 2023,
https://www.manchesterhive.com/display/9781526137609/9781526137609.000
11.xml.

36 Graf, “Beldi matters: negotiating proper food in urban Moroccan food
consumption and preparation, 84-86.

37 Fischer Johan, The Halal Frontier: Muslim Consumers in a Globalized
Market (New York: St. Martin’s Press LLC, 2011), 275-297.

38 Ibid
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hukum dan keadilan hukum dalam sebuah aturan yang jelas dalam
ranah kebijakan keberlakuan hukum (enackment policy).>

Untuk itu, aturan terkait Jaminan Produk Halal (JPH) diyakini
akan dapat berdampak pada kemanfaatan (utility) dan kemaslahatan
untuk rakyat Indonesia, demikian juga dilihat sebagai hal yang
berkesesuian dengan tujuan perlindungan konsumen Indonesia.
Keberadaan aturan JPH di Indonesia saat ini menguatkan sebuah teori
tentang formalisasi hukum Islam dan menguatkan prinsip hukum
profetik dalam sistem hukum nasional.*® Lebih jauh, dapat dipahami
bahwa regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) sejatinya merupakan
upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan (welfare) dan
penjagaan (protection)*' masyarakat Muslim sebagai perwujudan dari
amanat undang-undang konstitusi dalam pasal 29 ayat 2; negara hadir
sebagai institusi yang diharapkan dapat mengatur semua kepentingan
penduduknya dalam segala bidang, juga terkait di dalamnya
kebutuhan jaminan produk halal, melalui kebijakan yang
responsive/populistic.** Untuk itulah Undang Undang ini dapat
dikatakan sebagai formalisasi hukum Islam, karena hukum Islam
masuk dengan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses

3% Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, menegakkan konstitusi
(Jakarta, Rajawali Press: 2010), 37.

40 Hal ini di kemukakan oleh pimpinan komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa
Amalia pada proses pembahasan RUU Jamina Produk Halal di depan sidang
paripurna DPR, ia mengatakan” bahwa pengesahan RUU itu merupakan
kemajuan positif dalam penerapan prinsip-prinsip syari’ah ke dalam hokum
positif” di mana Negara memiliki peran dan harus hadir memberikan pelayanan,
perlindungan dan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan umum
dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, akan
tetapi secara ideologis menganut prismatika antara individualisme dan
kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan sosial. Maryanto,
“Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”,
Jurnal Hukum, Semarang: Unissula, Vol Xxv, No. 1, April 2011, hlm 428

41 Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim
Terhadap Produk Halal (Jakarta: Kencana 2018), XIII

42 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 373. Perubahan
konfigurasi politik pada setiap periode memunculkan hukum yang juga berubah
berdasarkan “perjuangan Politik” penguasa (Lembaga eksekutif dan Legislatif)
pada saat itu.
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legislasi** sebagaimana regulasi zakat, perkawinan, wakaf,
penyelenggaran ibadah haji, peradilan agama, dan perbankan syariah
yang lebih dahulu dikodifikasi karena inisiatif yang berasal dari syariat
Islam.**

Dalam tata hukum Indonesia, pengaturan produk halal ini
berkaitan dengan perlindungan konsumen. Sertifikasi dan labelisasi
dibutuhkan untuk memberi kepastian bahwa produk tidak ditawarkan
atau dijual melalui suatu cara yang salah (misleading).¥ Ada tiga
syarat yang disyaratkan dari kebijakan sertifikasi dan labelisasi, yaitu;
1) Product Identification, 2) Consumer information, dan 3) Product
marketing.*® Jadi, jelas di sini bahwa labelisasi halal memegang
peranan penting dalam menyampaikan informasi kepada konsumen
tentang produk, terutama peran negara dalam memonopoli fungsi
berkaitan dengan negara sebagai organisasi politik masyarakat yang
bertujuan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan tatanan
masyarakat.*’ Regulasi yang mengintervensi pasar dipandang penting
untuk mengoreksi pasar atau menyelamatkan pasar dari kegagalan
(market failure).*® Untuk itulah pemerintah menetapkan regulasi halal
dalam mewujudkan adanya keberadaan hukum yang pasti dan
menjaga konsumen Muslim dari peredaran produk nonhalal.

Maka, ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang
merupakan instrumen penting diyakini akan bisa berlaku secara efektif
dalam rangka pembaharuan hukum (/aw reform) dan sebagai sarana

43 Legislasi adalah proses pembentukan hukum secara tertulis dengan atau
melalui negara sebagaimana definisi Rousseau “legislation is expresstion of the
general will, such that a free people is only bound by thelaw which they have
made for the salves” sebagaimana dalam Janzuni, Legislasi Hukum Islam di
Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005), 33.

4 1ja Suntana, Politik Hukum Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014),
83.

4 A.A. Islahi, Konsep ekonomi Ibn Taymiyah, terj. (Surabaya: Bina Ilmu,
1997). 215.

46 Raymond O’ Rourke, Food Safety and Product Liabelity, (Bambridge:
Palladian law Publising, 2000), 59-73.

47 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Newyork: Russel &
Russel, 1961) 189-190.

4 Myriam Senn, Non-State Regulatory Regimes, Understanding
Institutional Transformation, (Berlin: Springer, 2011). 96-97.
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dalam menciptakan atau merekayasa sosial atau masyarakat (law as a
tool of social engineering).* Hal ini disebabkan oleh pengaruh hukum
yang kuat dan mengikat serta punya daya paksa (legal, binding and
overmatch). Sebagaimana politik hukum yang punya kedudukan
sangat penting dalam memproduksi hukum baru di Indonesia, kaidah-
kaidah yang telah terumuskan dalam peraturan perundang-undangan
dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat dan
memiliki fungsi yang sangat penting.*

Objek dalam penelitian ini adalah komunitas hijrah Solo.
Komunitas hijrah merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai
ideologi keagamaan Islam “kafah”,’! dan merupakan salah satu
ekspresi baru keagamaan kelas menengah Muslim yang terus
bertumbuh di Indonesia.’”> Hijrah menjadi bagian dari konversi
keagamaan yang bersifat intensifikasi terhadap keyakinan yang

4 Tra Thania Rasjidi Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). 56.

0 Selo Sumardjan, , Sifat-Sifat Panutan Di Dalam Pandangan
Masyarakat Indonesia. Masalah-Masalah Ekonomi Dan Faktor-Faktor
IPOLSOS (Jakarta: LEKNAS MIPI, 1965).

I Doktrin bahwa Islam merupakan agama yang kafah dan totalitas
mengatur semua urusan, melahirkan aktivitas gerakan hijrah dan jihadis.
Meskipun hampir semua kelompok percaya bahwa Islam adalah ajaran yang
omnipresence dan holistik, tetapi pemaknaan terhadap Islam tidak pernah
seragam, yang dipengaruhi oleh motif intelektual, situasi interaksi Islam dengan
unsur lokalitas, dan situasi sosial budaya yang mengitari. Pemahaman bahwa
Islam sebagai cara hidup yang total ini melahirkan ekspresi perjuangan untuk
menegakkan nilai-nilai ideal Islam yang tidak monolitik. Sebab itu, orientasi
gerakan dan gejala keagamaan kelompok pejuang nilai-nilai Islam
terekspresikan pada kelompok yang merentang dari yang paling kanan hingga
yang paling kiri, dari yang ingin melakukan Islamisasi dari atas melalui negara
Islam atau khilafah global, hingga yang menginginkan islamisasi nilai-nilai
kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip universal Islam. Sayed Khatab, The
Political Thought of Sayyid Qutb: The Theory of Jahiliyyah (London and New
York: Routledge, 2006). Muhammad Ibnu Abbas, Pengarusutamaan Kontra
Radikal Dalam Kajian Islam Kaffah, Fakultas Dakwah dan [lmu Komunikasi
Universitas  Islam  Negeri  Syarif = Hidayatullah  Jakarta,  2023.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67571.

52 Oki Setiana Dewi, “Pengajian Selebriti Hijrah Kelas Menengah Muslim
(2000-2019): Respons atas Dakwah Salafi dan Jamaah Tabligh” (Jakarta, UIN
Syarif Hidayatullah, 2020).
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bergeser dari pengalaman atau praktik individu ke gerakan komunal.*?

Pemaknaan ini berkembang di kalangan kelas menengah perkotaan
terutama di kalangan muda. Meski tidak semua komunitas hijrah
merupakan cerminan dari kalangan kelas menengah perkotaan,
fenomena hijrah era milenial juga terjadi pada beberapa komunitas
berbasis kecenderungan tertentu yang digerakkan untuk bersama-
sama menjadi lebih religius, seperti Bikers Subuhan yang merupakan
komunitas gowes dan pecinta touring atau klub motor. Maka ketika
berhijrah mereka menjadi sekumpulan bikers pegiat salat subuh
berjemaah yang diikuti beberapa anggota klub motor maupun non
klub. Demikian juga Expresso, ia merupakan komunitas hijrah mantan
preman Solo.**

Gerakan hijrah menawarkan suatu cara untuk tetap
berkomitmen terhadap agama, tetapi dengan tetap dapat menikmati
budaya modern. Komunitas dikemas dengan berbagai ragam. Hal
inilah yang membuat gerakan hijrah menarik bagi kelompok milenial.
Berdasarkan survei terhadap gerakan hijrah yang dilakukan oleh IDN
Research Institute, ditemukan bahwa 72.8% individu yang melakukan
hijrah adalah dari kelompok muda atau yang seringkali disebut dengan
milenial.>> Hijrah pada dasarnya dimaknai sebagai sebuah ritus yang
sifatnya personal dengan misi menjadi Muslim kafah, tetapi saat ini
sudah mulai bergeser menjadi gerakan yang dilakukan secara
komunal.*®

33 Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam
Negeri (UIN), Tren Keberagamaan Gerakan Hijrah Kontemporer di tahun 2020.
https://khazanah.republika.co.id/berita/qnu8rj430/pemaknaan-tipologi-dan-
strategi-kelompok-hijrah, diakses 10 Juli 2025

>4 Siti Zaida Hanum, Akhmad Rifa’l, “Komunitas dakwah Expresso:
Studi Analisis Strategi Dakwahmantan Preman di Solo,” Jurnal An-Nida, Vol.
15, No. 2, Juli-Desember 2023.

3 Noormega, R. (2019). “Hijrah: The Pursuit of Identity for Millennials,”
IDN Research Institute.https://medium.com/idn-research-institute/hijrah-the-
pursuit-of-identity-formillennials7de449d86ed0

% Afrida Arinal Muna, “Religious Expression of Hijrah Celebrity:
Accommodating Protest and Political Economy of Public Piety,” Islam Realitas:
Journal of Islamic & Social Studies, 2020,
https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v6il.3154.


https://republika.co.id/tag/hijrah
https://khazanah.republika.co.id/berita/qnu8rj430/pemaknaan-tipologi-dan-strategi-kelompok-hijrah
https://khazanah.republika.co.id/berita/qnu8rj430/pemaknaan-tipologi-dan-strategi-kelompok-hijrah
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Pada konteks kota Solo, sebagai sebuah kota budaya, komunitas
hijrah Solo menarik diteliti mengingat kondisi keberagamaan dan
keberagaman di Solo yang dinamis. Secara historis, Solo sering
dikaitkan dengan kebangkitan nasionalisme, sosialisme, dan berbagai
gerakan keagamaan. Di samping itu, konflik etnik juga merupakan
wajah lain dari dinamika sosial Solo, sebagai akibat dari fragmentasi
sosial dan etnisitas di satu sisi, dan kesenjangan ekonomi, kekuasaan
politik, serta perbedaan budaya, agama, tingkat Pendidikan, dan
lainnya.”’

Di era kontemporer sekarang ini, Solo memiliki masyarakat
yang beragam, kelompok nasionalis tumbuh subur di kota Solo terlihat
dari mapannya posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Di samping itu, juga terdapat sejumlah pesantren yang berafiliasi ke
berbagai organisasi masyarakat, seperti PP Al-Muayyad dengan corak
NU yang kuat dengan tradisi selawatan bersama JAMURO dan Habib
Syeikh bin Abdul Qadir dari Pasar Kliwon. Terdapat pula PP Al-
Mukmin Ngruki dengan Abu Bakar Baasyir sebagai tokoh sentral.
Solo juga menjadi kota kelahiran ormas Majelis Tafsir Al-Qur’an
(MTA) yang terus bertumbuh. Selain itu, Solo juga merupakan pusat
kebudayaan Jawa, sama dengan Yogyakarta.”®

Gambaran tersebut menunjukkan betapa Solo merupakan kota
yang sangat unik. Di tengah kondisi tersebut, komunitas hijrah
berkembang dan semakin mendapat pengaruh, utamanya di kalangan
anak muda perkotaan. Di antara kelompok yang menamakan diri
mereka kelompok yang berhijrah seperti Komunitas Bikers Shubuhan

57 Nurhadiantomo, Konflik-konflik Sosial Pri-Non Pri dan Hukum
Keadilan Sosial, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 23.

38 Abraham Zakky Zulhazmi and Erma Priyanti, “Eksistensi Komunitas
Hijrah Dan Dakwah Masa Kini: Studi Komunitas Jaga Sesama Solo,” Jurnal
Ilmu Dakwah, (2020), https://doi.org/10.21580/jid.v40.2.6249.
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Solo, Yuk Ngaji,”® Expreso,*® Semut Ibrahim,®' Jaga Sesama,

Kajian Kosan, Ngaji Asik, Kahfi, dan lain sebagainya. Komunitas
hijrah umumnya mengemas kajian-kajian rutin mereka dengan
kemasan populer. Mereka menghadirkan pendakwah-pendakwah
muda, memilih tema-tema kekinian yang ringan serta membuat
pamflet ajakan mengikuti kajian dengan desain yang atraktif dan khas
anak muda. Mereka juga gencar memproduksi konten dakwah di
media sosial.®?

Fenomena hijrah ini mendorong individu untuk menerapkan
prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan dan bergaya hidup
halal. Menurut Nusran dan Mohd Azemi, halal adalah sistem nilai dan
gaya hidup yang dianut oleh umat Islam.®* Gaya hidup halal menjadi
istilah yang populer di masyarakat, merujuk pada salah satu bagian
dari gaya hidup berbasis syariat Islam. Halal /ifestyle dapat diartikan
sebagai cara individu untuk menjalani hidupnya sehari-hari dengan
prinsip halal, mulai dari tingkah laku, kebiasaan, aktivitas hingga
minat dan ketertarikan, yang semuanya harus sesuai dengan syariat
Islam. Maraknya halal /ifestyle antara lain dipicu oleh meningkatnya
populasi kalangan kelas menengah Muslim yang selalu up fo date
mengenai tren gaya hidup Islam. Sementara secara bersamaan mereka

% Yuk ngaji sendiri dibentuk atau dicetuskan pertama kali di Istanbul
Bersama Husain Assadi dan Falix Siauw pada tahun 2015 April.
https://id.wikipedia.org/wiki/Yukngaji.

60 K omunitas Expreso Solo dan Eks Preman Solo yang mewadahi orang-
orang mantan anak punk rock dan preman yang ingin berhjrah

1 Semut Ibrahim, Sebuah gerakan dakwah kreatif anak muda yang
memberikan perspektif dari sudut pandang penuh cinta terhadap isu-isu
Kelslaman.https://semutibrahim.com

2 Yuyun Sunesti, Noorhaidi Hasan, dan Muhammad Najib Azca, “Young
Salafi-Niqgabi and Hijrah: Agency and Identity Negotiation,” Indonesian Journal
of Islam and Muslim Societies, (2018), 173-198.
https://doi.org/10.18326/ijims.v8i2.

63 Nusran, Muhammad, et al, Kebijakan Produk Halal dengan Simulasi
Sistem Dinamik Untuk Meningkatkan Jumlah Produk bersertifikat Halal (2015).
ISBN :978-602-14822-2-3
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menginginkan produk dan layanan yang bisa merefleksikan spiritual
sesuai ajaran Islam yang halal dan tayib.*

Meski demikian, berdasarkan penelitian pada komunitas hijrah
Solo, religiusitas dan label jaminan halal tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap kesadaran halal. Ada beberapa faktor dari
hasil pengamatan yang menyebabkan seseorang dengan tingkat
religiusitas tinggi tetapi tidak memiliki kesadaran halal, yaitu: (a)
makanan atau minuman cukup dinyatakan halal jika penjual/pelayan
menggunakan identitas Islam, seperti peci untuk laki-laki atau jilbab
untuk perempuan, (b) adanya persepsi bahwa mayoritas penduduk
Indonesia beragama Islam, sehingga tidak mungkin menjual produk
yang tidak halal, (¢) adanya kaidah umum dalam Islam bahwa semua
makanan pada dasarnya halal kecuali yang benar-benar diharamkan
oleh syariat.

Penelitian ini mengambil 3 komunitas sebagai sampel, masing-
masing mewakili kepentingan dan segmen yang berbeda beda, yaitu;
komunitas Humaira, mewakili komunitas perempuan sosialita,
komunitas Yuk Ngaji yang mewakili kaum muda milenial kritis, dan
komunitas Jaga Sesama yang mewakili kaum muda di luar kampus.
Pemilihan tiga komunitas tersebut ditetapkan setelah peneliti
mereferensi penelitian sebelumnya® pada komunitas hijrah di
lingkungan Solo. Ketiga komunitas itulah yang peneliti anggap relatif
lebih menonjol aktivitasnya dibanding komunitas hijrah lainnya.

% Mutmainah, L. “The Role of Religiosity, Halal Awareness, Halal
Certification, and Food Ingredients on Purchase Intention of Halal Food,” /htifaz:
Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, 1 (1) . (2018), 33.
https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.284

6 Latif Ghufron dan Zainul Abbas, “Metode dakwah Penceramah di
Komunitas ‘Yuk Ngaji’ Solo” Academic Journal of Da’wa and Communication
Vol. 1 (2020). Zulhazmi, Abraham Zakky, dan Erma Priyanti. “Eksistensi
Komunitas Hijrah Dan Dakwah Masa Kini: Studi Komunitas Jaga Sesama Solo”
Jurnal Illmu Dakwah, 2020. https://doi.org/10.21580/jid.v40.2.6249. Inayah,
Nur’aini, “Rasionalitas Pilihan Hijrah: Studi Fenomenologi Pilihan Hijrah
Anggota Komunitas Kajian Humaira Surakarta,” Jurnal Sosiologi Agama, 2020.
https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-06.


https://doi.org/10.21580/jid.v40.2.6249

18

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dirumuskan
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan keberlakuan Undang-Undang
Jaminan Produk Halal dalam komunitas hijrah Solo?

2. Bagaimana pola narasi gaya hidup halal (halal lifestyle), apa
saja sumber literasi, dan apa saja metode dakwah komunitas
hijrah Solo?

3. Sejauh mana komunitas hijrah Solo itu merespons dan
menerapkan regulasi halal negara?

C. Tujuan dan Signifikansi
Merujuk pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di muka,
ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Melakukan penelusuran dan pengamatan mendalam tentang
pemahaman dan keberlakuan Undang Undang Jaminan produk
halal dalam komunitas hijrah Solo.

2. Menggali sumber literasi konsep halal dalam komunitas hijrah
Solo dan menganalisis metode dakwah yang mereka.

3. Mengetahui dan menganalisis respons dan penerapan regulasi
halal negara dalam komunitas hijrah Solo.

Dalam penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari dua
signifikansi, yakni dari segi akademis dan praktis. Dari segi akademis
penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam diskusi
studi halal dalam komunitas hijrah yang ada di Indonesia, khususnya
komunitas hijrah Solo. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan agar
dapat memberikan gambaran akademis dalam pendekatan sosio-legal
penerapan UUJPH dalam komunitas hijrah yang merupakan
representasi masyarakat agamis di Indonesia.

Adapun dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi rujukan yang cukup komprehensif bagi peneliti berikutnya
yang tertarik dengan kajian sosio-legal dalam bidang jaminan produk
halal yang telah berlaku secara mandatori yang masih membutuhkan
banyak evaluasi terkait pelaksanaannya.
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D. Kajian Pustaka

Kajian atau tinjauan pustaka merupakan unsur yang penting dalam
suatu penelitian untuk menentukan peta literatur.®® Kajian terhadap
sertifikasi halal telah banyak dilakukam, baik kajian hukum normatif
maupun empiris. Namun yang terkait langsung dengan kajian ini
masih sangat terbatas. Abdul Halim Nasution dalam disertasinya yang
berjudul “Pengaturan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-undang Nomor
33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” membahas tentang
pengaturan dan tanggung jawab negara terhadap sertifikasi halal untuk
produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). [a menggunakan
metode penelitian yuridis-normatif dan menggunakan analisis teori
perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, di samping teori
maslahah dari Al-Buthi. Penelitian Nasution mengalisis asas-asas dan
norma-norma hukum yang tertulis di dalam undang-undang, dengan
menggali asas-asas dan norma-norma hukum tentang Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan
menganalisis persoalan bagaimana seharusnya pengaturan sertifikasi
halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di
Indonesia.®’

Penelitian Muchith A. Karim berbicara tentang budaya
komunitas Muslim perkotaan dalam mengonsumsi produk halal, yang
sekarang mempunyai kecenderungan akan ‘brand Islam’ dan
menjadikan sertifikasi halal sangat diminati oleh produsen pangan dan
non-pangan untuk menarik pelanggan.®® Fenomena inilah yang

% John W. Creswell, Research Desain: Pendekatan Metode Kualitatif,
Kuantitatif, Dan Campuran, De, ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).

97Abdul Halim Nasution, “Pengaturan Sertifikasi Produk Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (UIN Sumatra Utara
Medan, 2021), 23.

% Muchith A. Karim, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum
Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,”
Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 1, No. 1 (31 Januari 2017):
149-165.
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menjadi salah satu alasan negara turut campur dalam dinamika
sertifikasi halal.

Ada juga disertasi Mashudi yang berjudul “Konstruksi Hukum
dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Halal”. Fokus disertasi
ini adalah konstruksi hukum dan respons masyarakat terhadap
sertifikasi produk halal. Penelitiannya merupakan studi sosio-legal
terhadap peran lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan
kosmetika Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kaitannya dengan
penerbitan sertifikat produk halal. Permasalahan yang dikaji adalah
tentang respons masyarakat terhadap sertifikasi produk halal yang
dilakukan LPPOM MUI, mengapa masih rendah dan bagaimana upaya
hukum yang ideal dan konstruksi hukum yang yang tepat mengenai
sertifikasi produk halal dalam kancah hukum nasional. Mashudi
menggunakan teori the Double Movement theory, The Behavior of
Law theory, Responsive Law theory, Structural Fungsionalism theory,
Progresif law theory, Critical Theory, dan Conflict Theory sebagai
dasar analisis yang digunakan secara simultan, serta paradigma
konstruktivisme untuk membangun konsep hukum bagi pengaturan
sertifikasi produk halal di Indonesia.

Mengenai intervensi dan justifikasi negara dalam persoalan
halal diulas dalam disertasi Zulham dengan judul “Peran Negara
dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal”.
Zulham mencoba melakukan analisis sejauh mana legalitas intervensi
negara mengenai sertifikasi halal terhadap produk di Indonesia.
Disertasinya menyimpulkan bahwa intervensi negara terhadap produk
yang bersifat masif dan crendential dapat dijustifikasi, tetapi tidak
untuk produk non masif dan berkategori search product. Sedangkan
experience product dapat saja tidak dilakukan intervensi.”

% Mashudi, “Konstruksi Hukum Dan Respon Masyarakat Terhadap
Sertifikasi Halal (Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan
Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Program Pascasarjana
Undip,” (Program Pascasarjana Undip, 2011). 30.

70 Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim
Terhadap Produk Halal (Jakarta: Kencana, 2018).
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Penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan tema sertifikasi
halal dilakukan oleh Asri,’! Hisam Ahyani, Memet Slamet, and
Tobroni, > Retno Sufi Fauzia,” Masnun Nasution,”* Anggriawan,”
Ralang Hartati’® yang secara umum berbicara tentang keterkaitan
antara sertifikasi halal dengan perlindungan konsumen dan juga pola
religiusitas dengan sertifikasi halal, serta dampaknya terhadap minat
beli dan keputusan pembelian.

Penelitian Nidiya Waras Sayekti (2014)’"menyimpulkan bahwa
UU JPH  berpotensi menimbulkan permasalahan dalam
implementasinya. Pertama, meningkatnya beban APBN/APBD untuk
penyediaan infrastruktur, SDM, sosialisasi penyelenggaraan JPH dan
biaya untuk permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha mikro dan
kecil. Kedua, terjadinya dominasi LPH karena BPJPH memiliki
kewenangan penuh dalam menetapkan LPH yang akan melakukan
pemeriksaan dan/atau  pengujian produk. Ketiga, terjadinya
kontradiksi antar peraturan karena UU JPH memerlukan peraturan-
peraturan turunan dalam implementasi JPH. Pembentukan peraturan

7! Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan
Yang Bersertifikat,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Kadilan, 2016.

72 Hisam Ahyani, Memet Slamet, and Tobroni, “Building the Values of
Rahmatan Lil *Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from
the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law,” AL-IHKAM: Jurnal
Hukum & Pranata Sosial, 2021, https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550.

73 Diah Retno Sufi Fauzia and Aniesa Samira Bafadhal, “Pengaruh
Religiusitas, Sertifikasi Halal, Bahan Produk Terhadap Minat Beli Dan
Keputusan” (Proceeding, 2019).

4 Masnun Nasution, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim
Terhadap Peredaran Makanan Tidak Bersertifikat Halal (Studi Pada LPPOM
MUI Sumatera Utara Di Medan,” Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi
Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 2020,
https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3259.

7> Teddy Prima Anggriawan, “Perlindungan Konsumen Pangan Pada
Negara Mayoritas Muslim Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan,” Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian
Dan Penelitian Hukum, 2021, https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.243.

76 Ralang Hartati, “Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk
Halal,” ADIL: Jurnal Hukum, 2019, https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066.

77 Nidiya Waras Sayekti, “‘Jaminan Produk Halal Dalam Persfektif
Kelembagaan’, Dalam Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik” Vol. 5 No.
(2014).
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tersebut membutuhkan waktu dan berpotensi berbenturan dengan
peraturan lainnya. Mashudi, menyebut bahwa keberadaan UU JPH
lahir karena kekosongan hukum, dan kalaupun ada hukum berkaitan
dengan produk halal, sifatnya masih parsial dan volunter. Hukum
jaminan produk halal kehilangan sifat progresifitasnya. UU JPH
termasuk hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai objek
utama. Moh. Kusnadi menyimpulkan bahwa penerapan UU JPH
secara penuh pada Oktober 2019 dapat dikatakan belum siap. UU JPH
masih mempunyai beberapa masalah yang perlu diselesaikan.”

Dalam beberapa penelitian tersebut terdapat persamaan dan
perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan dengan penelitian-
penelitian sebelumnya terletak pada variabel utama penelitian, yaitu
tentang Jaminan Produk halal. Persamaan penelitian sebelumnya
dengan penelitian penulis terletak pada objek yang sama yang lebih
memfokuskan pada UUJPH. Sedangkan perbedaan penelitian ini
adalah selain meneliti dari sisi eksistensi hukum halal dalam UUJPH
juga ingin melihat konsep dan respons halal dalam komunitas Hijrah
Solo terhadap konsep halal dalam UUJPH, di samping melihat dari sisi
rasionlitas pilihan halal /ifestyle, keberlakuan hukum, dan perubahan
prilaku hukum.”

Teori yang digunakan adalah teori rasionalitas James C.
Coleman yang memandang bahwa setiap individu melakukan suatu
tindakan berdasarkan kepentingannya. Hadri Hasan® menjelaskan
bahwa gerakan hijrah sudah menjadi tren di kalangan Muslim,
khususnya anak remaja perkotaan. Membanjirnya peserta yang
kebanyakan remaja pada kegiatan Hijrah Festival menunjukkan
semangat pencarian jati diri mereka menuju “sirat al-mustaqim”
melalui gerakan hijrah. Hal ini juga dipengaruhi oleh selebritas ibu

78 Moh. Kusnadi, “Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan
Produk Halal Di Indonesia,” ISLAMIKA, 2019,
https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.213.

7 Mashudi, “Membumikan Hukum Islam Progresif: Respon Konsumen
Muslim Terhadap Undang-Undang Jaminan Halal,” Jurnal Ihya’ Ulum Al-Din,
Vol. 19 No.1, 2017 19M

80 Hasan, “Contemporary Religious Movement in Indonesia: A Study of
Hijrah Festival in Jakarta in 2018.”
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kota yang turut menjadikan influenser gerakan hijrah sebagai role
model dalam gerakan hijrahnya.®! Demikian juga, penelitian Fitri
Awan Arif Firmansyah,® Istigomah Bekhti Utami,** Neneng C.
Marlina,®* menjelaskan wacana Islamisasi lebih populer pada
masyarakat perkotaan dan kelas menengah ke atas melalui media
sosial.¥

Sedangkan penelitian yang terkait dengan Halal Lifestyle
dilakukan oleh Abdul Rachman,*® Ayten Erol,*” Umi Wahyuni MD
dan Siti Achiria,®® Purwantini, Noor Athief, dan Waharini,* Sri
Wiludjenq dan Yana Hendayana,”® Bahatma Baca,”’ Md. Siddique E.

81 Tbid

82 Fitri Awan Arif Firmansyah, “Proses Konversi Agama (Studi Kasus
Pada Pemuda Yang Memutukan Berhijrah),” Sosfilkom, 2020.

8 Istigomah Bekthi Utami, “Peran Komunitas Islam Dalam
Menyemangati Keagamaan Para Pemuda,” Anida (Aktualisasi Nuansa llmu
Dakwah), 2019, https://doi.org/10.15575/anida.v18i1.5055.

8 Neneng C Marlina et al., “Dakwah Digital Pada Komunitas Virtual
Akhwat Talks Discussion,” Pax Humana - Jurnal Humaniora Yayasan Bina
Darma, 2020.

8 Hew Wai Weng, ““The Art of Dakwah: Social Media, Visual
Persuasion and the Islamist Propagation of Felix Siauw,”” Indonesia and the
Malay World 46 134 (2018): 61-79.

8 Abdul Rachman, “Halal Branding; A Religious Doctrine in the
Development of Islamic Da’wah,” Journal of Digital Marketing and Halal
Industry, 2020, https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.2.6149.

87 Ayten Erol, “Basis of Halal Lifestyle in Islamic Law,” Journal of Food
Science and Engineering, 2021.

8 Umi Wahyuni MD and Siti Achiria, “Peran Trend Dan Motif
HijrahTerhadap Pembelian Busana Muslimah Di Kota Palu,” Jurnal Illmu
Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2020, https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i2.9.1-17.

8 Anissa Hakim Purwantini, Fauzul Hanif Noor Athief, and Fagiatul
Mariya Wabharini, “Indonesian Consumers’ Intention of Adopting Islamic
Financial Technology Services,” Shirkah: Journal of Economics and Business,
2020, https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i2.304.

% Sri Wiludjenq and Yana Hendayana, “Impact of Lifestyle and Halal
Labelization on Chatime Drink Product Packaging: A Behavioral Geographic
Study,” Review of International Geographical Education Online, 2021,
https://doi.org/10.33403/rige0.800492.

! Bahatma Baca, “Halal Life Style Sebagai Dakwah Determinasi Diri
Dan  Sosial Masyarakat Indonesia,”  Jurnal  Al-Hikmah, 2021,
https://doi.org/10.35719/alhikmah.v19i01.41.
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Azam dan Moha Asri Abdulah, °* Fitri Lestari dan Duduh Sujana,”
Lisa Adriani dan Ma’ruf,’* Ativa Hesti Agustina,”® Addin Kurnia Putri
dan Yuyun Sunesti, * Label halal dinilai memiliki peluang yang
menjanjikan dengan semakin berkembangnya kesadaran konsumen
dalam mengonsumsi produk halal. Tidak hanya di bidang makanan,
produk berlabel halal kini juga merambah ke bidang pariwisata,
fesyen, bahkan produk kosmetik dan kecantikan.

Penggunaan label halal pada suatu produk dinilai dapat
memberikan ketenangan bagi konsumen baik secara lahir maupun
batin. Hal ini memengaruhi tingkat permintaan konsumen terhadap
produk, baik itu barang atau jasa untuk dikonsumsi. Peluang bisnis
inilah yang dirasa dapat memengaruhi banyaknya produsen mulai
menciptakan barang dan jasa berlabel halal untuk memenuhi
permintaan pasar. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi
seorang pengusaha dalam mencantumkan label halal pada bisnisnya.®’

E. Karangka Teori
Sesuai ranahnya yang merupakan bagian dari kajian ilmu sosial,
disertasi ini membutuhkan sebuah teori untuk membangun perspektif,

2 Md Siddique E Azam and MOHA ASRI ABDULLAH, “Global Halal
Industry: Realities and Oppurtunities,” International Journal of Islamic Business
Ethics, 2020, https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59.

93 Fitri Lestari and Duduh Sujana, “Pengaruh Halal Lifestyle Terhadap
Customer Value Survei Pada Hotel Syariah Di Bandung,” Jurnal Indonesia
Membangun Issn, 2019.

% Lisa Adriani and Ma’ruf, “Pengaruh Islamic Religiosity Dan Halal
Knowledge Terhadap Purchase Intention Kosmetik Halal Dimediasi Oleh
Attitude Terhadap Produk Halal Di Indonesia,” AL-MUZARA’AH, 2020,
https://doi.org/10.29244/jam.8.1.57-72.

9 Ativa Hesti Agustina et al., “Platform Halal Lifestyle Dengan Aplikasi
Konsep One Stop Solution,” Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2019,
https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8699.

% Addin Kurnia Putri and Yuyun Sunesti, “Sharia Branding in Housing
Context: A Study of Halal Lifestyle Representation,” JSW (Jurnal Sosiologi
Walisongo), 2021, https://doi.org/10.21580/jsw.2021.5.1.7268.

97 Adinda Luthfi Sahara, Edy Yusuf, and Agung Gunanto, “Analisis
Keputusan Pencantuman Labelisasi Halal Pada Salon Muslimah,” Jurnal
Iqtisaduna, 2021.
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yaitu sebuah cara pandang untuk keperluan analisis dalam rangka
memahami dan menjelaskan suatu objek yang menjadi kajian ilmu
sosial.”® Maka, sebagai pemandu, studi ini memakai beberapa teori.
Pertama, teori pilihan rasional, yakni untuk menemukan realitas
pilihan hijrah dan preferensi halal /ifestyle dalam Komunitas Hijrah
Solo, serta kenapa pilihan halal mereka begitu. Kedua, teori
berlakunya hukum untuk melihat respons dan bekerjanya hukum
Jaminan Produk Halal dalam Komunitas Hijrah Solo dan teori politik
hukum untuk mengukur dan menimbang signifikansi hukum Jaminan
Produk Halal dalam masyarakat, terutama komunitas hijrah Solo.
1. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)

Teori pilihan rasional adalah pendekatan ilmu sosial yang
mengasumsikan bahwa individu dalam pengambilan keputusan yang
rasional berdasarkan pertimbangan dan evaluasi yang cermat. Teori
pilihan rasional (rational choice theory) mendasarkan pilihan pada
rangkaian eksperimen dan penelitian ilmiah lainnya di mana para ahli
berusaha memahami bagaimana seseorang menentukan pilihannya.”

Teori ini menjelaskan bahwa orang membuat keputusan
berdasarkan pertimbangan rasional tentang tindakan yang paling
menguntungkan atau paling disukai. Dalam konteks berhijrah,
generasi milenial, dan komunitas hijrah mempertimbangkan berbagai
faktor, termasuk tekanan sosial, nilai-nilai keagamaan, dan potensi
manfaat pribadi dari hijrah. Termasuk juga faktor lingkungan sosial
seperti tekanan dari teman sebaya, keluarga, atau komunitas yang
mendorong mereka untuk hijrah. Demikian juga nilai-nilai
keagamaan, seperti keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan,
mengikuti ajaran agama, atau mencari ketenangan spiritual.
Sedangkan preferensi pribadi biasanya karena perasaan tidak puas
dengan kehidupan sebelumnya, keinginan untuk berubah, atau
mencari identitas baru.

% Sartono Kartodirjo, Perspektif Ilmu Sosial dalam Meodologi Sejarah
(Jakarta: Gramedia, 1993). h 220

9 Sastrawati, N. “Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan
Rasional James S Coleman,” Al-Risalah: Jurnal llmu Syariah dan Hukum, 19 (2).
(2019). 187-197. DOI: 10.24252/al-risalahv19i2.12730
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Teori pilihan rasional berasumsi bahwa seseorang memiliki
preferensi di antara beberapa pilihan alternatif yang memungkinkan
orang tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya. Rationalitas
merupakan proses memaksimalkan kepuasan (utility maximization).
Dalam proses memaksimalkan kepuasan, ada batasan-batasan
tertentu yang disebut dengan morality.'® Teori ini berkembang di
berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik.
Pada intinya, teori ini berasumsi bahwa individu membuat keputusan
berdasarkan  pertimbangan rasional untuk memaksimalkan
keuntungan pribadi atau utilitas.'"!

Dalam konteks ini, keputusan berhijrah di kalangan Komunitas
Hijrah Solo dianggap sebagai hasil dari pemikiran logis dan
perhitungan yang cermat. Demikian juga dalam hal memilih produk
halal dalam perilaku halal /lifestyle, komunitas hijrah merupakan
pilihan berdasarkan pertimbangan rasional keagamaan berdasarkan
syariat Islam yang dipahami.

Jika dikaitkan dengan agama, Rodney Stark menerapkan teori
pilihan rasional pada studi agama, yang menyatakan bahwa individu
membuat pilihan agama berdasarkan analisis biaya-manfaat, mencari
“imbalan” yang paling memuaskan dari keyakinan mereka. Teori ini,
yang juga dikenal sebagai “teori ekonomi agama”, menyatakan
bahwa kelompok-kelompok agama bersaing di pasar untuk
mendapatkan pengikut, dan individu-individu memilih agama yang
paling sesuai dengan kebutuhan mereka.'”® Dalam hal ini Stark
berpendapat bahwa individu tidak akan menerima doktrin agama
secara pasif, tetapi secara aktif memilih berdasarkan apa yang mereka
anggap bermanfaat. Dia memandang lanskap agama sebagai pasar, di
mana berbagai denominasi bersaing untuk mendapatkan pengikut,

100 Kraus, J. S., & Coleman, J. L. Morality and the Theory of Rational
Choice. Ethics. (1987). https://doi.org/10.1086/292886

101 Nila Sastrawati, “Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan
Rasional James S Coleman,” Al-Risalah Jurnal llmu Syariah Dan Hukum, 2020,
https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730.

102 Stark, R., Bringing the Theory Back in. Rational Choice Theory and
Religion: summary and assessment. L. Young. (London, Routledge, 1997).
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menawarkan berbagai “produk” (kepercayaan, praktik, dan
komunitas).'*

Tokoh yang konsen pada teori pilihan rasional adalah James S
Coleman.'™ Coleman adalah seorang sosiolog yang menerima gelar
Ph.D. dari Universitas Columbia tahun 1995."° Coleman
mempopulerkan sebuah karya yang berjudul Rationality and Society.
Karyanya ini menyebarkan pemikiran bagi masyarakat untuk berpikir
rasional. Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan
dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada suatu
tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Coleman mengatakan
bahwa suatu tindakan bisa dianggap atau dijelaskan jika tindakan itu
hanya dilakukan sebagai tindakan yang rasional.'” Jadi, tindakan
tindakan rasional individual memiliki suatu daya tarik yang unik
sebagai dasar bagi teori sosial.'"’

Ada dua unsur utama dalam teori Coleman yaitu aktor dan
sumberdaya. Sumberdaya adalah suatu yang menarik perhatian dan
dapat dikontrol oleh aktor. Sumber daya ialah setiap potensi yang ada
atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa
sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau
potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu
potensi yang ada dalam diri seseorang. Aktor adalah seseorang yang
melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini, individu yang mampu
memanfaatkan sumber daya dengan baik adalah aktor.'%

103 Tbid

104 Jack P. Gibbs and James S. Coleman, Foundations of Social Theory.
Social Forces, 1990, https://doi.org/10.2307/2579680.

105 Julia Adams, “The Unknown James Coleman,” Contemporary
Sociology: A Journal of Reviews, 2010,
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16 James S. Coleman, Dasar-Dasar Teori Sosial Foundation of Sosial
Theory (Bandung: Nusa Media, 2013).

07 Bryan S. Turner, Teori Sosial: dari Klasik Sampai Pos-modern,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
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Coleman berasumsi bahwasanya aktor adalah individu atau
kelompok yang mengambil keputusan berdasarkan tujuan atas
pertimbangan atau pengaruh dari nilai dan preferensi. Sementara
sumber daya adalah segala sesuatu yang memiliki potensi, baik
materi maupun non-materi, dan dapat dijadikan dasar untuk mencapai
tujuan dan memaksimalkan keuntungan. Sumber daya yang
dimaksud dapat berupa sesuatu yang bernilai ekonomi seperti uang
atau aset, maupun aspek lain seperti waktu, hubungan, pengetahuan,
dan keterampilan. Selaras dengan sumber daya dalam konteks
bahasan lain, ada sebuah kenyataan keterbatasan sumber daya
sehingga kondisi ini mendorong para aktor untuk perlu membuat
pilihan yang bijak dalam upaya mencapai tujuan. Pada titik inilah
rasionalitas dari setiap aktor dapat terlihat.'%’

Teori pilihan rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan
dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan
dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau
preferensi (pilihan). Coleman menyatakan bahwa perlu konsep yang
tepat mengenai aktor rasional yang memilih tindakan yang dapat
memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan
mereka.

Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan. Aktor
juga memiliki suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan aktor
untuk menentukan pilihan, yaitu menggunakan pertimbangan secara
mendalam berdasarkan kesadarannya. Selain itu, aktor juga
mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan
tindakan yang menjadi keinginannya. Sedangkan sumber daya
adalah di mana aktor memiliki kontrol serta memiliki kepentingan
tertentu, sumber daya juga sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan

109 Frederick C. Gamst, “Foundations of Social Theory,” Anthropology of
Work Review, 1991, https://doi.org/10.1525/awr.1991.12.3.19.
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oleh aktor."” Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan

sumberdaya ke tingkat sistem sosia

1 111

“Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua aktor
masing masing mengendalikan sumberdaya yang menarik
perhatin pihak lain. Perhatian satu orang dengan sumberdaya
yang dikelola oleh orang lain itulah yang menyebabkan
keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan. Selaku
aktor yang mempunyai tujuan, masing masing bertujuan untuk
memaksimalkan perwujudan kepentingannya, yang
memberikan ciri saling tergantng atau ciri sistematik terhadap
tindakan mereka.”

Rasionalitas merupakan konsep normatif yang mengacu pada

kesesuaian keyakinan seseorang dengan seseorang alasan untuk

percaya, atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk
bertindak. Namun, istilah rasionalitas cenderung digunakan secara
berbeda dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk diskusi spesifik

ekonomi, sosiologi, psikologi, biologi evolusioner dan ilmu politik.'!?

Secara umum, teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa

tindakan manusia mempunyai maksud dan tujuan yang dibimbing oleh
hierarki yang tertata rapi oleh preferensi. Dalam hal ini, rasional

berarti:
1. Aktor melakukan perhitungan dari pemanfaatan atau preferensi
dalam pemilihan suatu bentuk tindakan.
2. Aktor juga menghitung biaya bagi setiap jalur perilaku.
3. Aktor berusaha memaksimalkan pemanfaatan untuk mencapai

pilihan tertentu.'"®

110 Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern,

Edisi Revisi. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), 85.

' James S. Coleman, Foundation and Social Theory (Cambridge:
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392-393.

13 Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi (Jakartaz KENCANA

PRENADA MEDIA GROUP, 2011), 153.
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Menurut John Dewey,''* proses rasionalitas manusia adalah
sebagai berikut:

1. Ide-ide yang diuraikan dalam larutan rasional melalui
pembentukan implikasi mengumpulkan bukti (data).

2. Memperkuat bukti tentang ide-ide ini dan menyimpulkan
melalui kesaksian atau percobaan.

3. Solusi yang mungkin dalam bentuk spekulatif, hipotesis,
inferensi atau teori.

4. Timbul rasa keras, baik dalam bentuk adaptasi terhadap alat,
sulit untuk mengetahui sifat, atau dalam menjelaskan hal-hal
yang muncul tiba-tiba.

Sedangkan jenis rasionalitas ada dua:

Pertama adalah Self Interest Rationality (Rasionalitas
Kepentingan Pribadi). Prinsip pertama dalam ilmu ekonomi menurut
Edgeworth, bahwa setiap pihak digerakkan hanya oleh (self interest)
seorang individu. Hal ini mungkin saja benar pada masa-masa
Edgeworth, tapi salah satu pencapaian dari teori utilitas modern adalah
pembebasan ilmu ekonomi dari prinsip pertama yang meragukan
tersebut. Pengertian kepentingan pribadi di sini tidak harus selalu
diartikan dengan penumpukan kekayaan dan harta oleh seseorang.
Kepentingan pribadi yang diasumsikan di sini ialah setiap individu
akan selalu berupaya mengejar berbagai tujuan dalam hidup ini, dan
tidak hanya memperbanyak kekayan secara moneter.

Kedua, Present Aim Rationality (rasionalitas berdasarkan tujuan
yang ingin dicapai saat ini). Teori kepuasan modern yang aksiomatis
tidak berasumsi bahwa manusia selalu bersikap mementingkan dirinya
sendiri. Teori ini berasumsi bahwa manusia selalu menyesuaikan
preferensinya sepanjang waktu dengan sejumlah prinsip. Secara
jelasnya dikatakan bahwa preferensi yang diambil haruslah konsisten.
Penyesuaian terhadap prinsip ini adalah tanpa harus menjadi hanya
mementingkan diri sendiri (self interest) sehingga setiap waktu

114 Aliya Sikandar, “John Dewey and His Philosophy of Education,”
Journal ~ of  Education  and  Educational  Development, 2016,
https://doi.org/10.22555/joeed.v2i2.446.
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mungkin preferensi individu tersebut dapat berubah sesuai dengan
kebutuhan yang ingin dicapainya.

Inti dari perspektif Coleman ialah bahwa teori sosial tidak hanya
merupakan latihan akademis, melainkan harus dapat memengaruhi
kehidupan sosial melalui intervensi tersebut. Fenomena pada tingkat
mikro selain yang bersifat individual dapat menjadi sasaran perhatian
analisis. Interaksi antar individu dipandang sebagai akibat dari
fenomena yang mengemuka di tingkat sistem, yakni, fenomena yang
tidak dimaksudkan atau diprediksi oleh individu.'"®

Sedangkan prinsip-prinsip rasionalitas Islam meliputi prinsip
objek yang halal dan tayib (halal and thayib things) dan lebih banyak
tidak selalu lebih baik (the more the more isn’t always beeter).
Konsepsi homo economicus menjadi model dasar rasionalisasi
perilaku ekonomi manusia dalam ekonomi konvensional, sedangkan
konsepsi homo islamicus sebagai model dasar perilaku ekonomi yang
dibimbing oleh nilai-nilai Islam.

Teori pilihan rasional menitikberatkan pada konsep utilitas,
yaitu kepuasan atau keuntungan yang diperoleh individu dari suatu
keputusan atau tindakan. Pemikiran ini menegaskan bahwa individu
mempunyai preferensi yang jelas dan memilih opsi yang memberikan
utilitas tertinggi bagi mereka. Dalam hal ini, utilitas bukan hanya
terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup kepuasan psikologis
atau emosional.'"®

Sebuah asumsi kunci dalam teori pilihan rasional adalah bahwa
individu memiliki tujuan yang rasional dan berusaha mencapai tujuan
tersebut dengan cara yang paling efektif dan efisien. Keputusan yang
diambil diarahkan untuk memenuhi tujuan tersebut, dan individu
dianggap mampu memilih alternatif yang paling sesuai dengan
menciptakan hasil yang paling menguntungkan. Namun, teori ini
bukan hanya sekadar tentang tujuan dan preferensi individu.
Pengambilan keputusan rasional juga melibatkan pengumpulan dan

15 James S. Coleman, Dasar-Dasar Teori Sosial Foundation of Sosial
Theory.

116 Nur’aini Inayah, Liestyasari, and Pranawa, Jurnal llmiah Sosiologi
Agama Dan Perubahan Sosial.
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analisis informasi yang memadai. Dalam konteks ini, individu
dianggap memiliki akses terhadap informasi yang cukup dan dapat
memprosesnya dengan cara yang rasional untuk membuat keputusan
yang tepat. Teori pilithan rasional juga mempertimbangkan
keterbatasan sumber daya. Pengambilan keputusan rasional dianggap
mempertimbangkan sumber daya yang terbatas, seperti waktu, uang,
dan energi.''” Oleh karena itu, keputusan yang diambil haruslah yang
paling efisien dalam penggunaan sumber daya yang terbatas tersebut.

Max Weber''® menggunakan rasionalitas untuk melihat
klasifikasi tindakan tindakan sosial di dalam masyarakat. Tindakan
rasional menurut Weber berhubungan dengan tindakan pertimbangan
yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Weber
membagi tindakan sosial itu ke dalam empat jenis yakni:'"’

a. Rasionalitas instrumen. Tingkat rasional ini berhubungan
dengan pertimbangan dan pilihan menentukan sebuah tujuan
dan alat yang digunakan untuk dapat mencapainya. Individu
mempunyai pilihan untuk tujuan yang diinginkannya dan atas
dasar kriterium untuk menentukan suatu pilihan.

b. Rasionalitas yang berorientasi nilai, yang lebih melihat alat
sebagai objek pertimbangan dan perhitungan yang sadar.
Tujuannya sudah ada dalam hubungan antara nilai nilai individu
yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir.

c. Tindakan tradisional. Tipe tindakan ini merupakan suatu
tindakan yang bersifat non rasional. Jika seorang individu
melakukan suatu perilaku karena kebiasaan, refleksi dan
perencanaan.

d. Tindakan afektif. Tipe tindakan ini ditandai dengan dominasi
perasaan tanpa atau emosi tanpa refleksi intelektual atau
perencanaan yang sadar.

7 James S. Coleman, Foundation and Social Theory.
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Bureaucracy: Ideal-Type Bureaucracy by Max Weber,” Humanities and Social
Sciences Reviews, 2019, https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7220.

9 Doyle P. Johnson, Teori Sosial Modern Dan Klasik (Jakarta: PT.
Gramedia utama, 1988). 78.



33

Dalam realitas, individu seringkali dihadapkan pada banyak
pilihan. Dalam beragam pilihan ini, manusia memerlukan tindakan
tegas. Seperti dikemukakan oleh Weber, tindakan sosial mengkaji
bagaimana perilaku manusia mendorong individu untuk mengambil
keputusan yang membentuk lintasan hidup mereka. Demikian pula
dalam ranah praktik keagamaan, manusia dihadapkan pada pilihan
rasional untuk menganut suatu keyakinan tertentu.'?

Ada dua interpretasi berbeda tentang rasionalitas. Pertama,
berkaitan dengan kesesuaian suatu tindakan berdasarkan hasil yang
diantisipasi sehubungan dengan pencapaian tujuan disebut
rasionalitas instrumental. Yang kedua mengacu pada keyakinan
individu, yang didukung oleh bukti yang paling dapat diandalkan
disebut rasionalitas epistemik."'

Dalam penelitian ini, yang ingin dicari melalui teori rational
choice bukan hanya menanyakan kenapa mereka berhijrah, tetapi
terkait kenapa pemahaman halal komunitas Hijrah Solo demikian?
Dalam syariat Islam telah dinyatakan bahwa seluruh alam semesta ini
pada dasarnya adalah boleh atau halal, di luar yang sudah ditetapkan
keharamannya dalam Al-Qur’an dan Hadis, semuanya mubah. Teori
rasional choice digunakan untuk menanyakan kenapa kita
berhusnudhon bahwa segala sesuatu itu halal? Hal itu dikarenakan
mereka berpegang pada prinsip sebagaimana dalam kaidah ushul figh
: “al-aslu fi al-ashya’i al-ibahah™ dengan demikian, maka pilihan
tersebut juga berbasis teori keagamaan.

2. Teori Berlakunya Hukum
Soerjono Soekanto berpendapat bahwa salah satu fungsi hukum,
baik sebagai aturan maupun sebagai sikap atau perilaku, adalah
mempertimbangkan permasalahan perilaku manusia. Dampak hukum
tidak hanya terbatas pada kesan ketaatan hukum, tetapi mencakup

120 Max Weber, The Protestans Ethic and the Spirit of Capitalism, ed.
Talcot Parson (New York, 2005).45-50.
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Toward a Test of Rational Thinking., Massachusetts Institute of Technology.
(Cambridge, 2016). 67.
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keseluruhan dampak hukum terhadap sikap positif, perilaku baik,
maupun perilaku negatif. Efektivitas penegak hukum erat kaitannya
dengan efektivitas hukum. Agar undang-undang ini efektif, aparat
penegak hukum perlu menegakkan sanksi-sanksi ini. Sanksi yang
dapat dikenakan kepada masyarakat berupa pemaksaan (kepatuhan),
yang menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif.'**

Menurut Clerence J. Dias, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif
tidaknya suatu sistem hukum, yakni meliputi:

a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.

b. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui
isi aturan- aturan yang bersangkutan.

c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum
dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari
melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian,
dan para warga masyrakat yang terlibat dan merasa harus
berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya
harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga
masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan
sengketa.

e. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di
kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-
atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya
berdaya mampu efektif.'*

Berbeda dengan Dias, menurut Soerjono Soekanto, efektif atau
tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:
a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktik
menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali
terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal

122 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan
Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) 23.
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ini karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang
bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan
prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan
dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian
dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan
hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan
kebenaran  harus  dinyatakan, terasa, terlihat dan
diaktualisasikan.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia
yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,
peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan
dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan
peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang
kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan
hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan
semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum
adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus
mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.
Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara
peraturan  perundang-undangan dengan kebudayaan

masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.'?*

Kelima faktor di atas mempunyai keterkaitan erat karena
merupakan hakikat penegakan hukum dan ukuran efektivitasnya.

124 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan
Hukum, 8
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Unsur yang pertama, dapat berfungsinya hukum perundang-undangan
dengan baik tergantung pada aturan hukum itu sendiri. Dalam proses
penegakan hukum banyak muncul faktor penegakan hukum, dan peran
masyarakat dalam penegakan hukum sangat diperlukan, yaitu bekerja
keras untuk membantu dan menjaga kinerja penegakan hukum.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono
Soekanto berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli
Atmasasmita, yaitu faktor penghambat efektifitas penegakan hukum
bukan hanya sikap psikologis aparat penegak hukum (hakim, jaksa,
polisi, dan penasihat hukum), tetapi ada juga unsur sosialisasi hukum
yang sering diabaikan. Masih kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap peraturan. Banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap
peraturan. Hal ini menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya. Tanpa peran masyarakat kepolisian, sulit
terciptanya situasi hukum yang efektif. Perlu adanya keseimbangan
antara aparat penegak hukum, hukum dan masyarakat. Aparat penegak
hukum harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus berpegang pada
sikap netral dan profesional, menjadi teladan bagi masyarakat, dan
dipercaya oleh semua pihak, termasuk seluruh lapisan masyarakat.
Penegakan adalah proses upaya untuk menegakkan atau mewujudkan
norma-norma hukum yang asli sebagai pedoman bagi para pelaku lalu
lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa.

Penegakan hukum adalah mewujudkan pemikiran dan konsep
hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan
hukum merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak hal.
Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor
yang bersifat netral, yang dampak negatif atau positifnya bergantung
pada kandungan peraturan tersebut.
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Terdapat beberapa faktor terkait proses penegakan hukum
menurut Lawrence M. Friedman, yaitu komponen struktur, substansi,
dan kultur.'® Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan:

“to begin with, the legal sytem has the structure of a legal system
consist of elements of this kind: the number and size of courts;
their jurisdiction...Structure also means how the legislature is
organized ...what procedures the police department follow, and
so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal
system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur hukum tidak hanya lembaga (institusi), yaitu suatu
badan (institusi) yang menjalankan suatu subsistem dari sistem (yang
berwenang menerapkan hukum), tetapi juga menyangkut
kelembagaan yang di dalamnya terdapat organisasi, ketatalaksanaan
(prosedur), dan sumber daya manusia aparatur.

Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang
terdiri dari bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan
dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Ketatalaksanaan adalah cara
mengurus (menjalankan). Sedangkan Sumber daya manusia adalah
aparatur, yaitu orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.

125 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Sosial Science Perspectif
(New York: Russel Sage Foundation, 1975). 45.
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Tabel LI Struktur Hukum'%°

STRUKTUR SDM APARATUR
ORGANISASI

« Sistem + Bentuk +Value
s Ukuran * Attitude
OUTPUT

Sedangkan substansi hukum menyangkut aturan dan
norma berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi
pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi adalah sebagai suatu
acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan.
Substansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak.

Aturan atau norma sebagai das sollen adalah fakta hukum yang
diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (/aw in the books),
yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Substansi
hukum menyangkut respons masyarakat terhadap aturan dan norma
tersebut, bagaimana aturan atau norma tersebut terhadap struktur
hukum (hierarki perundang-undangan) dan kepentingan aparatur
pembuat undang-undang terhadap aturan atau norma tersebut.

126 Diolah dari https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-
lawrence-m-friedman, diakses tanggal 27 April 2024
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Tabel 1.2 Substansi Hukum'?’

ear ST
NORMA UNDANG-UNDANGAN PEMBUAT UU

= Apakah sesuai kebutuhan

masyarakat ? + Apakah bertentangan

= Apakah bertentangan dengan aturan yg lebih tinggi + Kepentingan aparatur
dengan nilai-nilai B pem buat undang-ndang
masyarakat ? » Apakah bertentangan

*= Apakah imprestasi yang dengan aturan sederajat ?

bermacam-macam ?

QUTPUT

Adapun budaya hukum adalah berkaiatan dengan sikap
masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat
terhadap hukum mencakup kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan
harapan. Dengan kata lain, budaya hukum adalah iklim pemikiran
sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum
digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum,
sistem hukumnya tidak bisa dijalankan. Setiap masyarakat, setiap
negara, setiap komunitas memiliki budaya hukum, selalu ada sikap
dan opini yang berbeda mengenai hukum.'?®

127 https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m-
friedman, diakses tanggal 27 April 2024

128 Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terj. M.
Khozim (Jakarta: Nusa Media, 2009)
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Tabel 1.3 Budaya Hukum

BUDAYA HUKUM

| NORMAS ATUR AN | | TR ST T | SIKAP MASYARAKAT

« Kesadaran Hukum

« Nilai Hukum bagi
NMasyarakat +  Integritas
= Harapan Hukum bagi -  Profesional

Masyarakat

L | l

3. Teori Politik Hukum

Mahfudh M.D. dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia
mendefinisikan politik hukum sebagai proses pembentukan dan
pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan
masyarakat dalam negara secara nasional. Kebijakan hukum berfokus
pada nilai-nilai yang harus ditaati dalam kehidupan masyarakat. Fokus
dari politik hukum adalah tujuan yang hendak dicapai dengan hukum
yang ada. Cara yang strategis dalam mencapai tujuan tersebut, kapan
waktunya hukum tersebut perlu berubah dan bagaimana
mengubahnya, untuk mengukur apakah tujuan hukum tersebut
tercapai atau tidak dan dapatkah dibentuk pola yang permanen dan
mapan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri,'*°

Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah
kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk
menetapkan peraturan peraturan yang dikehendaki yang diprediksi

129 https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m-
friedman, diakses Tanggal 27April 2024

130 Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Di Indonesia,” Jurnal Pendidikan
Agama Islam-Ta’lim, 2014.
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akan diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat.'*! Sedangkan
menurut Padmo Wahjono,'*? politik hukum adalah kebijakan dasar
yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk.
Satjipto Rahardjo'** mendefinisikan politik hukum dengan aktivitas
memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan
dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang menjawab atas
berbagai pertanyaan, yaitu tujuan apa yang hendak dicapai melalui
sistem yang ada, cara-cara yang paling baik digunakan dalam rangka
mencapai tujuan tersebut, kapan waktunya dan bagaimana cara hukum
itu perlu diubah pada satu pola yang baku dan mapan dan dirumuskan
untuk mencapai tujuan tersebut.'** Dengan kata lain, politik hukum
adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang
akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun
dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan
negara.'®

Sebagaimana dinyatakan Mahfudh M.D., hukum merupakan
produk politik yang memiliki karakter tersendiri. Keberadaan hukum
sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya, atau
dengan kata lain konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan
hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter
akan melahirkan hukum yang represif. Politik hukum menurut Mahfud
M.D. terdiri dari tiga hal. Pertama mengenai hukum yang sedang
berjalan untuk mewujudkan tujuan suatu negara atau yang disebut

31 Soedarto “Perkembangan ilmu hukum dan politik hukum,” dalam
Majalah Hukum Dan Keadilan, (Bandung Sinar Baru:1983). 20

132 Padmo Wahjono, “Menelisik Proses Terbentuknya Peraturan
Perundang- undangan", dalam majalah Forum Keadilan, No. 29, (April 1991):
65 15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
52-353.

133 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1991 52-353.

134 Padmo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan
Perundang- undangan,” dalam majalah Forum Keadilan, No. 29, (April 1991):
65 15 Satjipto Rahardjo, [lmu Hukum, Cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
52-353.

135 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 9
(Depok: Rajawali Press, 2019), 1.
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dengan implementasi hukum. Kedua terkait latar belakang atau
lahirnya hukum, yang berarti membahas pembentukan atau legislasi
hukum, termasuk latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya
lahirnya produk hukum. Ketiga terkait dengan penegakan hukum atau
efektivitas pelaksanaan hukum atau peraturan.'®

Politik hukum juga membahas berbagai konfigurasi kekuasaan
dan kepentingan badan pembuat hukum, pengaruh politik global
dalam perumusannya, dan berbicara tentang apakah karakter hukum
itu demokratis, responsif, atau otoriter.” Sementara itu, politik hukum
di bidang ekonomi merujuk pada peran aktif negara dalam mengelola
dan menyelenggarakan perekonomian, termasuk di dalamnya
tanggung jawab negara untuk menjamin tersedianya pelayanan
kesejahteraan bagi warga negaranya.'’’ Dari pendapat-pendapat
tersebut, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan-kebijakan
dasar penyelenggara negara yang akan, sedang, dan telah diterapkan
dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Politik hukum merupakan ‘kebijakan hukum’ yang akan
digunakan untuk mencapai tujuan suatu negara. Hukum diposisikan
sebagai alat untuk mencapai sistem hukum nasional yang sesuai
dengan tujuan negara.'’® Sedangkan ruang lingkup kajian politik
hukum meliputi tiga hal, yaitu: Pertama, kebijakan negara atau
peraturan perundang-undangan (jalur resmi) atau tidak yang
diundangkan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kedua, latar

136 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali
Press, 2019) 2. Lihat Farid Muttaqin, "The Politics of Halal Food Certification
and Consumption in Indonesia: A Political Ecological Analysis", INDO-
ISLAMIKA, Vol.4. (Juli-Desember 2014): 164-179, berbicara tentang beragam
bentuk dan kepentingan politik di balik sertifikasi dan konsumsi produk halal.
Abdul Halim, “Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia,” Ahkam.

137 Kukuh Fadli Prasetyo, "Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan
Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-undang Dasar 1945,
Jurnal Konstitusi, Vo. 9, No. 3. (September 2012): 500

137 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum
Nasional. (Bandung: Alumni, 1991), 1.

138 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum
Nasional, 1.



43

belakang politik, sosial ekonomi dan budaya. Ketiga, penegakan
hukum dalam masyarakat. Jadi sebagai produk politik, hukum
diposisikan sebagai subsistem masyarakat yang ditentukan oleh
politik karena hukum yang dikonsepsikan sebagai undang-undang
merupakan produk legislatif.

Dengan demikian, hukum merupakan kristalisasi, formalisasi,
dan legislasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing
berdasarkan kepentingan-kepentingan politik tertentu baik melalui
kompromi maupun melalui dominasi kekuatan politik yang terkuat.
Artinya, politik menentukan hukum di mana politik sebagai variabel
independen (variabel yang berpengaruh) secara ekstrem terbagi atas
politik yang demokratis dan politik yang otoriter. Sedangkan hukum
sebagai variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) dibedakan atas
hukum responsif dan hukum ortodoks.'*’

Perjalanan konfigurasi politik sangat berkaitan dengan
perjalanan politik dalam memengaruhi hukum dengan cara melihat
kondisi kekuasaan yang ada di belakang pembuatan dan proses
penegakan hukum. Terdapat dua konsep konfigurasi politik hukum,
yaitu sebagai berikut:

a. Konfigurasi politik demokratis dengan ciri melahirkan hukum
yang responsif merupakan susunan sistem politik dengan
membuka kesempatan (peluang) bagi partisispasi rakyat secara
penuh untuk ikut aktif dalam menentukan kebijaksanaan umum.
Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil
rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya
kebebasan politik.'*°

b. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang
lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta
mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan
kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai dengan

139 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 31-32.

140 Henry B. Mayo, An Introduction Democratic Theory, (Network:
Oxford University Press, 1960), 70. yang dikutip oleh Mahfud MD dalam buku
Politik Hukum di Indonesia, 31.
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dorongan elite kekuasaan untuk melaksanakan persatuan, untuk
menentukan kebijakan negara, dan dominasi kekuasaan politik
oleh elite politik yang kekal serta dibalik itu semua ada yang
membenarkan konsentrasi kekuasaan.'*!

Sebagaimana dalam penjelasan di atas, bahwa dalam suatu
pemerintahan terdapat konfigurasi politik yang sesuai dengan
rezimnya. Selain itu, terdapat karakteristik produk hukum di Indonesia
yang terbagi menjadi dua yaitu:'*?

a. Produk hukum responsif atau populistik adalah produk hukum
yang mencerminkan keadilan dan memenuhi harapan
masyarakat. Dalam proses perancangannya, ia memberikan
peranan besar dan partisipasi penuh baik dari kelompok-
kelompok sosial, individu, dan masyarakat. Oleh karena itu,
hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok
sosial, individu dan masyarakat.

b. Produk hukum konservatif atau ortodoks adalah produk hukum
yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih
mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-
instrumentalis, yaitu menjadi alat pelaksanaan ideologi dan
program negara. Selain itu, ia bersifat tertutup terhadap tuntutan
kelompok masyarakat maupun individu dalam suatu
masyarakat.

Pada produk hukum yang berkarakter responsif, proses
pembuatannya ~ bersifat partisipatif, yaitu =~ mengundang
banyak partisipasi masyarakat dan kelompok sosial dan individu
dalam masyarakat. Melihat fungsinya, hukum responsif juga bersifaf
aspiratif, yang mana memuat materi yang seauai aspirasi dan
kehendak masyarakat yang dilayaninya. Dari segi penafsiran hukum
juga memberi peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran
melalui berbagai aturan pelaksanaan.

141 Moh. Mahfud. MD., Politik Hukum Di Indonesia, 31.
142 Tbid.



45

Hal itu berbeda dengan produk hukum yang bersifat ortodoks
dan bersifat sentralistik dalam pengertian lebih didominasi oleh
lembaga-lembaga negara, terutama pemegang kekuasaan eksekutif.
Undang-undang ini juga bersifat positif-instrumental. Ia memuat
materi yang lebih mencerminkan visi sosial-politik pemegang
kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk
merealisasikan kehendak dan kepentingan program pemerintah.
Sedangkan dari sisi penafsiran, ia memberikan kesempatan yang luas
kepada pemerintah untuk membuat berbagai penafsiran dengan
berbagai aturan lebih lanjut berdasarkan visi sepihak pemerintah. Ia
juga memberikan peluang kepada pemerintah untuk melakukan
penafsiran melalui berbagai aturan pelaksana.

Gambar 1.1 Kerangka Teoritik

Gaya Hidup Komunitas

Hijrah Solo

Teori Keberlakuan Hukum Respon dan Penerapan
— —

Sumber: Hasil Refleksi dan Kreativitas Peneliti (2025)
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F.  Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitati dengan pendekatan
sosio-legal,'* yang merupakan gabungan dari pendekatan-pendekatan
dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu politik, ekonomi, budaya,
sejarah, antropologi, komunikasi, dan sejumlah ilmu lainnya, yang
dipadukan dengan pendekatan-pendekatan yang dikenal dalam ilmu
hukum, seperti asas-asas, doktrin, dan hirarki perundang-undangan.'*’
Objek dari penelitian ini adalah gaya hidup Komunitas Hijrah Solo;
nalar ideologis dan politik hukum halal di Indonesia dikaitkan dengan
penerapan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

f143

Produk Halal. Teknik analisis data yang digunakan adalah interpretatif
understanding.

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu deskripsi,
reduksi, dan seleksi. Tahap deskripsi dalam arti memasuki situasi
sosial. Tahap reduksi dilakukan untuk menentukan fokus (memilih di
antara yang dideskripsikan), dan tahap seleksi sebagai penguraian
fokus menjadi unsur yang lebih rinci. Adapun objek penelitian
berfokus pada komunitas-komunitas hijrah solo yang meliputi
Komunitas Yuk Ngaji, Komunitas Jaga Sesama, dan Komunitas
Humaira

143 Penelitian kualitatif difokuskan pada objek yang bersifat alamiah.
Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya dan tidak dapat
dimanipulasi. Lihat. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan
R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), 8; Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri
yaitu tatanan alami merupakan sumber data yang bersifat langsung dan pelaku
riset sebagai instrumen kunci, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk
berbaur dengan situasi sebenarnya sebagai sumber data, lebih bersifat deskripsi
vang artinya peneliti mendeskripsikan makna dari data atau fenomena yang
Hitangkap dengan menunjukkan bukti-bukti. Mohammad Ali, Memahami Riset
Perilaku dan Sosial (Bandung: Pustaka Cendekia Utama, 2011), 240-42.

144 Ppendekatan socio-legal tidak hanya fokus pada kajian norma
melainkan secara lengkap melihat konteks norma dan pemberlakuannya.
Pendekatan kombinatif yang berupaya menemukan kebenaran dengan
pendekatan yang membebaskan. Roger Cotterrell, “Theory and Values in Socio-
Legal Studies”, Journal of Law And Society, Vol.44, Issuel,2017 October: 19-
36.

145 Agus Salim, Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial (Yogyakarta:
Tiara wacana, 2006), 32.
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Secara teknis, penelitian ini menggunakan instrumen observasi
dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara informal dan
dengan menggunakan pedoman umum dengan narasumber
wawancara di lapangan yang terpilih (purposive sampling). Analisis
data kualitatif dilakukan secara induktif, yang tidak mendasarkan pada
teori, tetapi pada fakta empiris. Data dianalisis secara kualitatif dalam
penelitian ini dengan mengikuti proses: (1) mencatat yang
menghasilkan catatan lapangan; (2) mengumpulkan, memilah-milah,
mengklasifikasi, menyintesiskan, membuat ihtisar, dan membuat
indeks; (3) pemberian makna dengan mencari pola dan hubungan-
hubungan data yang telah disintesis. Dengan kata lain, proses analisis
data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan
simpulan atau verifikasi.

1. Melakukan Observasi Umum

Dalam hal ini, penulis terlebih dahulu memilih lokasi penelitian

menggunakan metode purposive sampling dengan memetakan

komunitas hijrah sesuai kekhasan tertentu, yaitu Komunitas Yuk

Ngaji yang merupakan representasi dari kaum muda hijrah dari

kalangan kampus, Humaira dari kalangan perempuan sosialita,

dan Jaga Sesama dari kalangan pemuda yang ingin belajar
agama. Hal ini adalah observasi umum yang bertujuan untuk

mengetahui secara umum apa yang sebenarnya terjadi di

lapangan yang menjadi lokasi dan subjek penelitian.

2. Fokus Penelitian
Hal utama yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif
adalah penentuan research question atau fokus penelitian. Hal
ini bertujuan untuk memberikan arah selama penelitian
berlangsung, terutama untuk data yang relevan dengan tujuan
penelitian. Namun, fokus penelitian ini sangat mungkin bisa
berubah ketika berada di lapangan.'*® Objek penelitian ini
difokuskan pada Komunitas hijrah Humaira, Komunitas hijrah
Yuk Ngaji dan Komunitas hijrah Jaga Sesama Solo. Adapun
yang menjadi fokus penelitian adalah persepsi dan preferensi

146 Bagong Suyanto @ Sutinah (ed.), Metode Penelitian Sosial berbagai
Alternatif Pendekatan, 170-171
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halal lifestyle dalam komunitas hijrah Solo dan bagaimana
respons dan penerapannya terhadap sertifikasi halal dalam
UUJPH.

Setting dan Subjek Penelitian

Setting dan subjek penelitian merupakan satu kesatuan yang
sudah ditentukan sejak awal penelitian, dengan narasumber
terpilih secara sengaja sesuai fokus penelitian. Informan
penelitian ini meliputi informan pertama, informan kunci (key
informan), yaitu tokoh atau ketua dan pengurus dalam
komunitas hijrah tersebut. Kedua, informan utama, yaitu
anggota dan jamaah komunitas hijrah yang mengetahui dan
memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam
penelitian. Ketiga, informan tambahan, yaitu mereka yang dapat
memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat
dalam interaksi sosial yang diteliti; mereka bukan termasuk
anggota komunitas Hijrah tetapi berinteraksi secara langsung
baik sebagai konsumen maupun produsen. '+

Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah
mempergunakan model analisis interaktif (interactive model of
analysis )."*® Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga
komponen pokok, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan
kesimpulan dengan verifikasinya. Model analisis interaktif
menurut Miles dan Huberman adalah penelitian kualitatif yang
memungkinkan analisis data saat peneliti berada di lapangan
atau setelah kembali dari bidang baru dalam analisis. Dalam
penelitian ini analisis data telah dilakukan bersamaan dengan
proses pengumpulan data. Seperti yang diungkapkan oleh Miles
dan Huberman, arus analisis mengikuti sebuah model analisis
interaktif. Dalam analisis, proses penelitian ini dilakukan
melalui empat tahap, berikut ini:

147 Ibid.
148 Miles and Huberman, 1984: 23.
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Pertama, pengumpulan data. Data yang diperoleh dari
wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan
lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian deskriptif dan
reflektif. Memahami catatan deskriptif adalah catatan alam, (catatan
tentang apa yang disaksikan, didengar, dilihat dan di alami sendiri oleh
para peneliti tanpa adanya interpretasi dan pendapat peneliti tentang
fenomena yang terjadi). Catatan reflektif adalah catatan tentang kesan,
pendapat, komentar dan interpretasi dari peneliti tentang apa
temuannya. Selain itu, itu adalah bahan rencana pengumpulan data
untuk langkah selanjutnya.

Kedua, pengurangan data. Setelah data dikumpulkan, reduksi
data diperlukan untuk menentukan data yang relevan dan kemudian
difokuskan pada data yang mengarah pada pemecahan masalah,
penemuan, makna atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ini
lebih menyederhanakan dan merangkum secara sistematis dan
menjelaskan poin penting tentang temuan dan maknanya. Ketiga,
reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkaitan dengan
masalah penelitian yang dikurangi. Sedangkan untuk data yang tidak
ada kaitannya dengan masalah penelitian yang dibuang. Atau dengan
kata lain, pengurangan data digunakan untuk analisis yang
mengarahkan, mengklasifikasikan, mempertajam dan membuang
yang tidak penting dan mengatur data. Dengan cara itu akan
memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

Kempat, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang
dilakukan selama proses penelitian, seperti proses reduksi data, setelah
data yang telah dikumpulkan cukup maka akan diperoleh kesimpulan
sementara, dan setelah data selesai maka dapat diperoleh kesimpulan
akhir.
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Tabel 1.4 Model analisis interaktif

- Pengumpulan data

VL A4

‘ > ' Penarikap ' < ‘
simpulan/verifikasi

Sumber: Kreasi Peneliti (2025)

G. Sistematika pembahasan
Secara garis besar penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam 5 (lima)
bab pembahasan, yakni:

Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang berisi
penelitian relevan yang sudah ada, kerangka teori, dan metode
penelitian yang digunakan.

Di bab kedua, peneliti menjelaskan tentang landasan ideologis
halal dan regulasi jaminan produk halal dalam UU. No. 33 Tahun
2014, yang meliputi landasan ideologis halal /ifestyle, politik hukum
halal di Indonesia dan landasan pemikiran jaminan produk halal di
Indonesia setting sejarah regulasi halal negara, standar halal negara
dan sertifikasi halal di berbagai negara.

Di bab ketiga, peneliti menjelaskan tentang fenomena hijrah,
tinjauan ideologis, historis dan sosiologis. Di dalamnya juga memuat
konsep hijrah, pergeseran makna hijrah, tipologi hijrah, perilaku
hijrah, wacana hijrah, realitas hijrah di Indonesia, perubahan hijrah
individual menjadi komunal dan pilihan rasional hijrah.

Di bab keempat, peneliti menjelaskan komunitas hijrah Solo
berkaitan dengan gaya hidup halal dan rasionalitas nalar ideologis
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mereka. Dalam bab ini dijelaskan tentang bagaimana profil dan
karakteristik Komunitas Hijrah Humaira, Komunitas Hijrah Yuk
Ngaji dan Komunitas Hijrah Jaga Sesama, dikaitkan dengan wacana
gaya hidup halal perspektif Muslim di Indonesia, dan lebih spesifik
gaya hidup halal dalam komunitas hijrah Solo terkait prinsip halal dan
ruang lingkup halal dalam komunitas hijrah. Di dalamnya dijelaskan
juga bagaimana implementasi halal dan preferensi gaya hidup halal
dalam Komunitas Hijrah Solo meliputi makanan dan minuman halal,
fesyen halal, dan jasa keuangan halal.

Bab kelima berisi pembahasan tentang perilaku dan sikap
hukum Komunitas Hijrah Solo terhadap UUJPH, yaitu tentang
Pemahaman konsep halal dalam Komunitas hijrah Solo meliputi
sumber literasi dan model dakwah

Di bab keeman dibahas tentang bagaimana konstruksi nalar
ideologis komunitas hijrah dan politik hukum halal. Di dalamnya
menjelaskan bagaimana nalar ideologis komunitas hijrah Solo, politik
hukum halal dan bagaimana respon dan penerapan regulasi halal
negara dalam komunitas hijrah Solo. Bab ketujuh penutup yang berisi
kesimpulan, kontribusi, dan saran.
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BAB VII
PENUTUP

A. Simpulan
Serifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan
meningkatnya kesadaran halal di masyarakat. Untuk menjamin
keberadaan produk halal, khususnya terhadap makanan, kosmetik, dan
obat-obatan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang
Jaminan Produk Halal. Sertifikasi yang pada awalnya merupakan
ranah kerja MUI melalui LPPOM kemudian dialihkan kepada BPJPH
yang merupakan lembaga resmi pemerintah di bawah naungan
Kementerian Agama. Peralihan ini juga diikuti dengan beberapa
perubahan alur sertifikasi serta pihak yang terlibat dalam proses
sertifikasi.

Berdasarkan  uraian dalam  penelitian ini, peneliti
menyimpulkan 5 (lima) temuan sebagai berikut:

1. Gaya Hidup komunitas hijrah Solo adalah gaya hidup halal
sesuai ketentuan syariat. Namun, gaya hidup halal dalam
komunitas hijrah Solo bisa dikatakan tidak berelasi secara
langsung dengan regulasi halal negara yang tertuang dalam
UUJPH No. 33 Tahun 2014, di mana doktrin preferensi halal
merupakan sebuah keniscayaan tetapi tidak berbanding lurus
dengan mandatori sertifikasi halal dengan logo halal.

2. Skala prilaku halal dalam komunitas hijrah Solo mencakup
makanan, minuman, fesyen, wisata dan jasa keuangan syariah.
Dalam hal makanan dan minuman halal, mereka tidak terlalu
ketat mensyaratkan ketentuannya. Mereka meyakini dan
percaya bahwa halal telah menjadi budaya dan konsep halal
telah tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang
mayoritas Muslim. Hal ini menunjukkan simplifikasi fikih halal
di lingkungan komunitas hijrah Solo di tengah mudahnya
mengakses literasi fikih di era digital ini. Sedangkan dalam
masalah fesyen, mereka memilih pakaian syar’i meski tidak ada
ketentuan standar dalam pengaturannya. Dalam hal jasa
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keuangan, meski mereka lebih memilih menggunakan jasa
perbankan syariah. Meski demikian, mereka masih tebang pilih
dalam menggunakan produk perbankan konvensional, di mana
dalam hal penggunaan jasa transfer dengan alasan dharurah
diperbolehkan. Bagi mereka yang diharamkan adalah
meminjam atau menabung di mana terdapat bunga atau ziyadah
di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi sikap
fikih komunitas hijrah.

. Respons komunitas hijrah Solo terhadap konsep halal negara

yang diimplementasikan dalam kebijakan mandatori sertifikasi
halal terbagi menjadi beberapa tanggapan. Pertama, mereka
sangat mendukung dengan positif hadirnya regulasi tersebut,
karena menandakan iktikad baik pemerintah dalam melindungi
konsumen Muslim. Kedua, mereka berpendapat bahwa
sertifikasi halal sebenarnya tidak dibutuhkan untuk negara yang
masyarakatnya mayoritas beragama Islam, karena secara kultur
diyakini konsep halal telah tertanam dalam kehidupan
masyarakat Muslim Indonesia. Bagi mereka, sertifikasi halal
dibutuhkan ketika ada di masyarakat yang Muslimnya
minoritas. Ketiga, adanya kaidah umum dalam Islam bahwa
semua makanan pada dasarnya halal kecuali yang benar-benar
diharamkan oleh syariat.

Sumber literasi halal yang dipakai oleh komunitas hijrah sesuai
dengan yang ditekankan oleh para tokoh yang dijadikan
narasumber dalam kajian rutin yang dilaksanakan komunitas
hijrah Solo. Dalam hal fikih mereka berpegang pada kitab fikih
klasik. Jadi, preferensi dan implementasi gaya hidup komunitas
hijrah Solo sangat bergantung pada petunjuk para tokoh agama
yang merupakan agen narasi dan menjadi panutan bagi anggota
komunitas hijrah ini. Sumber literasi konsep halal terutama
didapatkan dari kajian fikih yang diampu oleh para narasumber
dalam kajian pada komunitas hijrah. Seperti komunitas hijrah
Humaira, rujukan utama dalam fikih adalah materi dari Ustaz
Muhammad Abduh Tausikal, Komunitas Yuk ngaji oleh Ustaz
Taufan Wahyu Illahi, dan Komunitas Hijrah Jaga Sesama oleh
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Habib Abdurrahman Ali Assegaf, di samping para agen narasi
yang lain dalam kajian rutin mereka

5. Politik hukum merupakan dasar kebijakan diberlakukannya
suatu regulasi dalam tatanan sistem hukum nasional. Pengaturan
dan keberlakuan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) di
Indonesia dipahami sebagai respons atas perkembangan
tuntutan Jamunan Produk Halal yang membutuhkan jaminan
kepastian hukum dan keadilan hukum. Namun demikian, dalam
penerapannya “Undang-Undang Jaminan Produk Halal
(UUJPH) adalah law in book, sementara pemahaman komunitas
hijrah tentang sertifikasi halal adalah law in society.”

6. Berkaitan dengan respons komunitas hijrah terhadap regulasi
halal negara, bisa dikatakan bahwa gaya hidup halal tidak selalu
didominasi oleh negara menurut teori pilihan rasional, akan
tetapi dapat dikalahkan oleh dominasi personal sebagaimana
terjadi dalam Komunitas Hijrah Solo.

B. Konstribusi Teoretis

Komunitas hijrah Solo semula diasumsikan memiliki corak pemikiran
yang ekstrem dan cenderung eksklusif dalam pergaulan di masyarakat.
Akan tetapi, ternyata komunitas hijrah Solo lebih terfokus dalam
tujuan dakwah dan bersifat inklusif dengan pemilihan narasumber
yang tidak berafiliasi kepada satu aliran ekstrem tertentu. Preferensi
dakwah berfokus pada belajar agama dan menyadarkan orang lain
untuk menjalankan ajaran agama secara kafah. Demikian juga dalam
preferensi gaya hidup Islam, diasumsikan bahwa mereka memaknai
kaffatul Islami secara totalitas mengatur semua urusan, melahirkan
aktivitas gerakan jihadis, tetapi dalam komunitas hijrah Solo ini
menginginkan Islamisasi dalam nilai-nilai kehidupan berdasarkan
prinsip-prinsip universal Islam.

Hal ini karena agama adalah sebagaimana Peter L. Berger
mengistilahkannya dengan sacred canopy, di mana agama dipahami
sebagai penopang kehidupan masyarakat yang menginspirasi para
pemeluknya untuk bertindak, baik secara sadar atau tidak sadar.
Ekspresi keberagamaan komunitas hijrah dalam beragam segmen
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kehidupannya merupakan representasi dari pemahaman dan
penghayatan terhadap ajaran agama yang berafiliasi dari sumber
ideologi yang terbatas, yaitu agen narasi mereka.

Kajian disertasi ini mencoba memberikan kontribusi baik
teoretis maupun praksis. Secara teoretis gaya hidup Islam yang
digambarkan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Max
Weber tentang tindakan rasionalitas nilai yang mempertimbangkan
nilai-nilai atau norma-norma yang membenarkan atau menyalahkan
suatu penggunaan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan.
Rasionalitas ini menekankan pada kesadaran nilai-nilai estetis, etis,
dan religius. Ciri khas rasionalitas nilai ini adalah bersifat substantif]
sebab orang yang bertindak dengan rasionalitas ini mementingkan
komitmen rasionalitasnya terhadap nilai yang dihayati secara pribadi,
bukan hanya insting atau kebiasaan, baik dengan memilih bergabung
dengan komunitas tertentu, berpartisipasi dalam kegiatan social, atau
bahkan cara kita berinteraksi di media sosial. Semua adalah hasil
pertimbangan dan pilihan rasional individu masing masing.

Terkait kontribusi dalam tataran praksis dalam rangka
mewujudkan pemahaman dan optimalisasi penerapan hukum halal di
Indonesia maka negara harus lebih gencar memberikan sosialisasi
UUIJPH kepada masyarakat, terutama para tokoh atau agen keagamaan
dalam komunitas-komunitas hijrah. Hal ini disebabkan preferensi
pemegang hukum yang diikuti para anggota komunitas hijrah adalah
tokoh agama yang mereka ikuti dibanding otoritas legal negara.

C. Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini tentu saja masih memiliki banyak kekurangan. Untuk
itu, masukan dan evaluasi konstruktif selalu diharapkan, karena objek
penelitian ini penting untuk diperdalam dan disempurnakan
mengingat pentingnya persoalan pemberlakuan Undang-undang JPH
yang sudah masuk mandatori tahap pertama menuju optimalisasi
UUIJPH. Setidaknya, terdapat dua aspek yang bisa dicermati, yang
pertama aspek material, yaitu fakta perkembangan komunitas hijrah
yang membawa pengaruh besar dalam tataran kehidupan
bermasyarakat terutama bagi generasi Z dalam hal sikap, cara
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pandang, dan implementasi wacana keagamaannya. Ketiga hal
tersebut dalam wacana hijrah masih menjadi perhatian penting dan
harus selalu dikawal dan dibersamai berbagai pihak terkait. Sedangkan
aspek formal dari penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal
dalam rangka memahami dan mengetahui bagaimana keberlakuan
hukum halal dalam masyarakat tertentu yaitu komunitas hijrah Solo.
Maka hal itu penting untuk dikembangkan karena penelitian lanjutan
memungkinan tidak hanya untuk komunitas hijrah Solo akan tetapi
juga pemahaman regulasi halal dalam organisasi kemasyarakatan
Islam tertentu di Indonesia, seperti NU, Muhamadiyah, MTA, LDII
dil.

Selanjutnya, penelitian 1ini merekomendasikan kepada
pemerintah dan BPJPH sebagai badan pelaksana jaminan produk halal
untuk meningkatkan sosialisasi dan program pendampingan dalam
rangka efektifitas keberlakuan hukum halal di Indonesia.
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